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ABSTRAK 
 
Andi Febriani Arif (B 111 10 326) “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi” (Studi Kasus Putusan No. 
1012/Pid.B/2012/PN.Mks.). Dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan selaku 
pembimbing I, dan Ibu Hijrah Adhayanti selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, 
untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap pelaku penyertaan 
dalam tindak pidana aborsi, dan yang kedua, untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
penyertaan dalam tindak pidana aborsi. 
 
Dalam penulisan ini Penulis menggunakan penelitian hukum untuk 
memperoleh bahan atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan. Penelitia tersebut ditujukan untuk mendapatkan hukum 
obyektif. 
 
Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut : pertama, hukum materiil terhadap kasus yang diteliti Penulis 
adalah tidak tepat, karena Pasal yang diterapkan dalam dakwaan dan 
tunututan saling tidak berkesesuaian, dalam dakwaan diterapkan dakwaan 
subsidair yaitu Pasal 348 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan Pasal 348 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara dalam 
tuntutan, JPU menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 348 
ayat (1), (2) JUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu uraian pasal 
yang dimuat dalam tuntutan tidak lengkap, dalam tuntutan tidak dimuat 
tentang unsur objektif dari Pasal 348 KUHP yaitu kandungan, oleh karena 
itu menurut Penulis tuntutan penuntut umum tidak sah. Dan kedua, dalam 
menjatuhkan putusan, hakim berdasar pada dua alat bukti yaitu 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan, hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana aborsi. Sementara menurut Penulis, putusan 
hakim seharusnya batal demi hukum karena pemeriksaan didasarkan 
pada dakwaan dan tuntutan yang mana tuntutan JPU menurut Penulis 
seharusnya tidak sah karena bertentangan dengan dakwaan, selain itu 
hakim tidak mempertimbangkan semua unsur yang ada dalam dakwaan, 
hakim hanya mempertimbangkan unsur Pasal 348 KUHP, selanjutnya 
menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak 
memenuhi unsur yang dipertimbangkan oleh hakim, oleh karena itu 
seharusnya terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, 
merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang 
tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. 
Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus 
Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis.Abortus Provocatus 
Therapeuticus merupakan Abortus Provocatus yang dilakukan atas dasar 
pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat 
pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.Sementara 
Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provokatus yang secara 
sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara 
khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus 
Provocatus tersebut.Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu 
penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara 
berkembang. 
Membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia 
umum.Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa  ini  sudah  menjadi  
hal  yang  aktual, dapat  terjadi dimana-mana  dan  bisa  saja  dilakukan  
oleh  berbagai  kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh 
perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hal ini merupakan 
dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. 
Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang bisa, 
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namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga 
melakukan hubungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang 
akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. 
Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan 
kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang 
diproduk melalui kegiatan pergaulan bebas.Dengan terjadinya kehamilan 
yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin 
tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi. 
Masalah aborsi, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak 
dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan kajian yang menarik serta 
saat ini menjadi fenomena sosial.Fenomena ini berkaitan erat dengan 
persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu penyebab 
tingginya angka kematian ibu adalah karena praktek aborsi terutama bagi 
ibu pada usia belia sebagaiakibat salah pergaulan ataupun belum siap 
memiliki anak. Selain hal tersebut, yang juga menjadi fenomena sosial 
adalah perdebatan pro dan kontra mengenai aborsi.Bagi yang pro-aborsi 
berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas 
tubuhnya.perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau 
tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang 
kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan 
makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup.Bagi mereka 
aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin. (Dadang Hawari, 2006 : 
60). 
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Pertentangan antara moral dan kemasyarakatan, serta antara 
agama dan hukum, membuat  aborsi  menjadi  suatu  permasalahan  yang  
mengandungkontoroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk 
membiarkanseorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak 
diinginkan terutamakarena hasil perkosaan, hasil hubungan seks 
komersial (dengan pekerja sekskomersial) maupun  ibu  yang  mengetahui  
bahwa  janin  yang  dikandungnyamempunyai cacat fisik yang berat. Di 
samping itu, banyak perempuan merasamempunyai hak atas mengontrol 
tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaranagama,  agama  manapun  
tidak  akan  memperbolehkan  manusia  melakukantindakan penghentian 
kehamilan dengan alasan apapun. 
Dalam sistem hukum di Negara Indonesia sendiri, juga terdapat 
aturan hukum yang pro dan kontra mengenai aborsi tersebut.Dalam pasal 
15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan 
bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa 
ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. 
Keberadaan praktek aborsi kembali mendapat perhatian dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
Meski demikian Undang-Undang ini  menimbulkankontroversi  diberbagai  
lapisan  masyarakat  karena  adanya  pasal-pasal  yangmengatur 
mengenai aborsi dalam praktek medis. Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kembali 
menegaskanbahwa pada dasarnya undang-undang melarang adanya 
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praktik aborsi (Pasal 75ayat 1). Meski demikian larangan tersebut 
dikecualikan apabila ada: 
1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baikyang  mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  
yang  menderita  penyakitgenetik berat dan/atau cacat bawaan, 
maupun yang tidak dapat diperbaikisehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup di luar kandungan; atau 
2. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologisbagi korban perkosaan (Pasal 75 ayat 2) 
Sementara, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
secara umum pengaturan mengenaiaborsi tersebut terdapat dalam Pasal 
299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Pasal-pasal 
ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi 
denganalasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) 
yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu 
melakukan aborsi.Bahkan  denganhukuman yang dilipatgandakan, apabila 
yang membantu melakukan adalah ahli medis. 
Namun demikian, meskipun terdapat pro dan kontra tentang aborsi, 
serta secara jelas dan tegas Undang-Undang menyatakan bahwa pada 
dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, tetap saja dalam 
kenyataan sekarang ini, aborsi tetap marak dengan berbagai cara dan 
alasan yang mendasarinya, misalnya pasangan kekasih yang sepakat 
untuk melakukan aborsi dengan alasan agar mereka tidak mendapat aib 
pada saat melahirkan bayi tersebut, ada yang melakukan aborsi karena 
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paksaan dari pihak laki-laki atau yang lebih menarik lagi adalah kasus 
yang akan di teliti oleh Penulis, dimana dalam proses aborsi berasal dari 
kehendak perempuan yang hamil karena merasaketakutan dengan 
perutnya yang semakin membesar. Dengan desakan terus menerus dari 
perempuan itu sendiri,akhirnya membuat laki-laki tersebut menyetujui dan 
membantu perempuan tersebut melakukan aborsi, yang kemudian 
merenggut nyawa dari calon ibu, beberapa hari setelah aborsi dilakukan. 
Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
jauh tentang tindak pidana aborsi dalam karya ilmiah yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Melakukan Tindak 
Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor:1012/Pid.B/2012/ 
PN.Mks)” 
 
B. RumusanMasalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis 
memberikan batasan dalam pembahasan,yaitu : 
1. Apakah tepat penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim 
terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi (Studi 
Kasus Putusan Nomor 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)? 
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi (Studi 
Kasus Putusan Nomor 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi (Studi Kasus 
Putusan Nomor 1012/Pid.B/2012/PN.Mks). 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak 
pidana aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1012/Pid.B/2012/ 
PN.Mks). 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. 
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam 
menambah pengetahuan tentang ilmu hukum kususnya tentang 
tindak pidana aborsi. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar 
lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya 
dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi. 
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 
terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Penyertaan 
1. Pengertian Penyertaan. 
Kata penyertaan yang bersinonim dengan Deelneming aan 
strafbare feiten tercantum dalam titel V buku KUHP (Martiman 
Prodjohamidjojo, 1997 : 49).Arti kata penyertaaan menurut Wirjono 
Prodjodikoro (1989 : 108) , adalah :  
Turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain 
melakukan tindak pidana. Jadi penyertaan adalah suatu tindak 
pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara 
bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama 
pula dalam melakukan tindak pidana tersebut. 
 
Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo (Aruan Sakidjo 
dan Bambang Poernomo, 1990 : 141) bahwa : 
Pengertian kata penyertaan atau Deelneming tidak ditentukan 
secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan 
adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa 
orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan 
perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum 
perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan 
dilakukannya perbuatan itu. 
 
Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan  (deelneming)  
(Adami Chazawi, 2002 : 71) adalah : 
Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya 
orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik 
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan 
suatu tindak pidana. 
 
Di dalam hukum pidana Indonesia, penyertaan diatur dalam Pasal 
55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 menentukan bahwa: 
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(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut serta melakukan perbuatan. 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan; 
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan 
sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
 
Sedangkan Pasal 56  KUHPmenentukan bahwa: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan dilakukan; 
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
 
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan. 
Mengenai bentuk-bentuk penyertaan ini telah diterangkan dalam 
Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dari dua pasal tersebut bentuk-bentuk 
penyertaaan dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaituMenurut Pasal 55  
dan Pasal 56 KUHP yang disebut sebagai para pembuat (dader) dan 
pembantu (AdamiChazawi, 2002 : 79), adalah: 
a. Yaitu mereka yang: 
1. Melakukan (pleger); 
2. Menyuruh melakukan (doenpleger); 
3. Turut serta melakukan (medepleger); 
4. Sengaja menganjurkan (uitlokker). 
b. Yang disebut sebagai pembantu (medeplichtige), yaitu mereka 
yang: 
1. Membantu pada saat kejahatan dilakukan; 
2. Membantu sebelum kejahatan dilakukan. 
 
Pembagian tersebut juga berdasarkan pertanggungjawaban dari 
adanya suatu tindak pidana yang terbagi menjadi dua klasifikasi (Kansil, 
2007 : 42), sebagai berikut: 
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a. Penanggung jawab penuh; 
b. Penanggung jawab sebagian. 
Bahwa yang termasuk penanggung jawab penuh (Kansil, 2007 :42) 
adalah : 
Para pembuat (dader) yang telah diterangkan pada Pasal 55 KUHP 
diatas dan diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. 
Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah para pembantu 
(medeplichtige) yang telah disebutkan dalam Pasal 56 KUHP dan 
diancam dengan pidana sebesar 2/3 bagian pidana pokok, atau 
dikurangi 1/3 dari tindak pidana yang selesai/sempurna. 
 
Di bawah ini Penulis akan menjelaskan lebih detail tentang 
penyertaan tersebut. Penyertaan terbagi atas : 
a. Pleger (pembuat pelaksana). 
Plegeradalah orang yang karena perbuatannya, melahirkan suatu 
tindak pidana.Tanpa adanya perbuatan pleger, suatu tindak pidana tidak 
akan terwujud.Dengan demikian syarat seorang pleger sama dengan 
seorang dader (pelaku tunggal) yang perbuatannya harus memenuhi 
semua unsur tindak pidana. 
Jadi, pada hakikatnya pleger adalah pelaku tindak pidana yang 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana.Dalam arti sempit, pelaku 
adalah mereka yang melakukan tindak pidana.Sementara dalam arti luas 
meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan 
perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta 
melakukan dan mereka yang menganjurkan. 
b. Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan). 
Doenpleger yaitu “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang 
melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan 
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dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya.Dengan 
demikian ada dua pihak yaitu, pembuat langsung (manus ministra/auctor 
intellectualis) dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor 
intellectualis). 
Unsur-unsur pada doenpleger(Erdianto, 2011 : 177) adalah: 
a. Alat yang dipakai adalah manusia; 
b. Alat yang dipakai berbuat; 
c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dalam doenpleger, orang yang disuruh melakukan mempunyai 
status sebagai alat yang digunakan oleh orang yang menyuruh 
melakukan, dan alat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya.Hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat 
dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut: 
a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP); 
b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP); 
c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan tidak sah (Pasal 51 ayat 
(2) KUHP); 
d. Bila ia sesat (keliru)mengenai salah satu unsur delik; 
e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk 
kejahatan yang bersangkutan. 
c. Medepleger (Turut serta melakukan) 
Medepleger menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah orang 
yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya 
sesuatu. Oleh karena itu kualitas para peserta adalah sama dimata 
hukum. 
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Mereka yang turut serta (medepleger) (Lamintang, 1997 : 588-589) 
adalah “seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, 
sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut 
melakukan tindak pidana yang diinginkan”. 
Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan) (Jan 
Remmelink, 2003 : 143) adalah“diisyaratkatkan adanya kerjasama antara 
para pelaku yang disadari, dan kesengajaan untukkerjasama itu harus 
dapat dibuktikan”. 
Adapun syarat-syarat adanya medepleger( Loeby Loqman, 1995 : 
62) adalah: 
a. Ada kerja sama secara sadar dalam melakukan tindak pidana. 
b. Tujuan kerjasama ini bertujuan kepada hal yang dilarang 
Undang-Undang. 
c. Pelaksanaannya bersama secara fisik sehingga suatu 
perbuatan pidana terselesaikan/sempurna. 
 
Dalam pemahaman mengenai pihak yang dikatakan medepleger ini 
muncul dua perbedaan pandangan (Jan Remmelink, 2003 : 143 ) yaitu : 
Pertama, pandangan secara sempit yang dianut oleh Van Hammel 
dan Trapman yakni apabila masing masing peserta memuat 
seluruh unsur dari perbuatan pidana. Pandangan ini lebih condong 
pada ajaran obyektif. Kedua pandangan secara luas bahwa 
pembuat peserta perbuatannya tidak harus sama dengan dader, 
perbuatannya tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak 
pidana, cukup dengan memenuhi sebagian dari unsur-unsurnya 
saja, asal dengan kesengajaan yang sama. 
 
d. Uitlokker (orang yang sengaja menganjurkan). 
Van Hamel (Lamintang, 1997 : 606) merumuskan uitlokker itu 
sebagai bentuk penyertaan atau ikut serta, sebagai berikut : 
Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan 
suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah 
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ditentukan oleh undang-undang, karena telah bergerak, orang 
tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana 
yang bersangkutan. 
 
Jika dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dirumuskan secara singkat 
mengenai“yang menyuruh melakukan”( doenpleger ), akan tetapi pada 
Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, bentuk orang yang sengaja 
menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan 
unsur obyektif &subyektif, yaitu : “mereka yang dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 
martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” 
Apabila rumusan itu dirinci maka akan menjadi seperti berikut: 
A. Unsur – unsur obyektif, terdiri dari:  
1. Unsur perbuatan, ialah: menganjurkan orang lain melakukan 
perbuatan; 
2. Caranya, adalah: 
a. Dengan memberikan sesuatu; 
b. Dengan menjanjikan sesuatu; 
c. Dengan menyalahgunakan kekuasaan; 
d. Dengan menyalahgunakan martabat; 
e. Dengan kekerasan; 
f. Dengan ancaman; 
g. Dengan penyesatan; 
h. Dengan memberi kesempatan; 
i. Dengan memberi sarana; 
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j. Dengan memberi keterangan. 
B. Unsur – unsur subyektif, yakni: dengan sengaja. 
e. Pembantuan (medeplichtige). 
Mengenai pembantuan, diatur dalam tiga pasal, ialah Pasal 56, 
Pasal 57 dan Pasal 60 KUHP. Pada Pasal 56 KUHP dirumuskan tentang 
unsur obyektif dan unsur subyektif pembantuan serta macamnya bentuk 
pembantuan.Sementara Pasal 57 KUHP merumuskan tentang batas 
luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 KUHP  
mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah 
pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran. 
Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut : 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan; 
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
 
A. Syarat-syarat Pembantuan (Leden  Marpaung,  2005:83). 
1) Dari Sudut Subyektif. 
Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan 
perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun 
pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan untuk 
mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat 
pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Jadi dalam hal ini 
dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak 
ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, 
melainkan sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan 
kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap batin pembuat 
pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin 
pembuat pelaksananya. Contoh : B meminjam linggis pada si A. 
Tidaklah mungkin ada bentuk bantuan disini, apabila si A  dalam 
hal meminjamkan linggis itu tidak ada kesadaran bahwa linggis 
itu akan digunakan oleh B untuk membunuh C, misalnya B 
mengatakan untuk menggali lubang untuk tiang jemuran. 
Kesadaran A bahwa linggis yang  dipinjamkan pada B hendak 
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digunakan untuk membunuh harus telah terbentuk sebelum 
linggis dipinjamkan ke B. 
2) Dari Sudut Obyektif 
Bahwa wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh 
pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau 
memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya 
menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud 
perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu 
berperan mempermudah atau memperlancar penyelesaian 
kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu 
tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan 
kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan 
sendiri oleh pembuat pelaksananya. 
Contohnya, A seorang pemilik senjata api memberikan 
pinjaman kepada temannya B yang diketahuinya untuk 
membunuh C. Wujud perbuatan meminjamkan senjata api ini, 
tidaklah menentukan untuk terwujudnya pembunuhan atau 
matinya C adalah sepenuhya bergantung dari perbuatan B, 
apakah dia mempergunakannya atau tidak, dan apabila telah 
digunakannya menembak musuhnya, baik apakah 
perbuatannya menembak itu mampu memenuhi syarat yang 
mematikan korban C atau tidak. 
 
B. Bentuk-bentuk pembantuan 
Menurut Pasal 56 KUHP ada dua bentuk pembantuan yaitu: 
1) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan; 
2) Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan. 
Wirjono Prodjodikoro (2003 : 126), membagi pembantuan 
menjadi dua golongan yaitu : 
Perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan, dan 
perbuatan bantuan sebelum pelaku utama bertindak, dan 
bantuan itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, 
sarana atau keterangan. Pembantuan golongan pertama 
tersebut sering dipersamakan dengan turut serta.Sedangkan 
pembantuan golongan kedua sering dipersamakan dengan 
penggerakan. 
 
Perbuatan sebelum pelaksaanaan kejahatan, oleh Undang-
Undang telah diberikan pembatasan-pembatasan mengenai cara 
melakukannya, yakni : 
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a. Dengan memberikan kesempatan; 
b. Dengan memberikan sarana; 
c. Dengan memberikan keterangan. 
Ada empat hal yang menjadi syarat dalam hal pembantuan, 
yang sekaligus menjadi pembeda dengan penganjuran dengan 
menggunakan tiga upaya yang sama (Leden  Marpaung,  2005:84), 
yaitu: 
1. Kehendak pembuat pelaksananya untuk melakukan 
kejahatan telah timbul terlebih dahulu sebelum pembuat 
pembantu memberikan upaya pembantuannya. 
2. Kesengajaan pembuat pembantu yang dalam memberikan 
keterangan, sarana dan kesempatan tidak di tujukan pada 
penyelesaian kejahatan, tetapi ditujukan pada 
mempermudah atau memperlancar orang lain dalam 
menyelesaikan kejahatannya. 
3. Juga pada diri pembuat pembantu memiliki kesengajaan 
(berupa pengetahuan) bahwa orang yang diberi 
keterangan, sarana atau kesempatan itu hendak 
melakukan suatu kejahatan. 
4. Bahwa wujud perbuatan apa yang dilakukan pembuat 
pembantu (memberikan keterangan, memberikan sarana 
dan memberikan kesempatan) secara obyektif  sekedar 
mempermudah bagi pembuat pelaksananya dalam 
mewujudkan kejahatan. 
 
Contoh: A. Sakit hati pada B karena atas laporannya ke polisi 
A dipidana penjara. Untuk melampiaskan sakit hatinya itu 
Amemutuskan kehendak akan membunuh B setelah A keluar dari 
penjara. Setelah selesai menjalani pidana, A mencari B kesana 
kemari, namun tidak berhasil. Maka A datang menemui C 
temannya menanyakan tentang keberadaan B, dan menerangkan 
tentang kehendaknya akan membunuh B. Kebetulan C juga sakit 
hati pada B, karena B pernah menipu C. Untuk menolong A, maka 
C memberi keterangan tentang keberadaan B. Atas keterangan dari 
C, A berhasil menemukan B dan berhasil membunuhnya. 
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C. Tanggung Jawab  Pidana Bagi Pembantuan. 
Pasal 57 KUHP memuat tentang sejauh mana luasnya 
tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya 
sebagai berikut:  
(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok 
terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.   
(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling 
lama 15 tahun. 
(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan 
kejahatannya sendiri. 
(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang 
diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja 
dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya. 
 
B. Tindak Pidana. 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Sarjana hukum Indonesia (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:41), 
membedakan istilah hukuman dan pidana, yaitu, “istilah hukuman adalah 
istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, 
disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang 
berkaitan dengan hukum pidana”. 
Adami Chazawi(2008:67-68), menyatakan bahwa : 
Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaarfeit.Istilah yang pernah 
digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan 
maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak 
pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan 
yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang 
terakhir adalah perbuatan pidana. 
 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, 
membuatpara ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari 
17 
sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman 
rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit. 
Pompe  (Kanter  dan  Sianturi,  2002:205),    Merumuskan  
Strafbaar  feit  (Tindak  Pidana)  adalah : 
Suatu  pelanggaran  kaidah (pengangguan  ketertiban  umum),  
terhadap  mana  pelaku mempunyai  kesalahan  untuk  mana  
pemidanaannya  adalah  wajar untuk  menyelenggarakan  
ketertiban  hukum  dan  menjamin kesejahteraan umum. 
 
Moeljatno(Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan pidana.Moeljatno 
memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan 
ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”. 
Hezewinkel Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) mendefinisikan 
strafbaarfeit sebagai : 
suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak 
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat  
didalamnya. 
 
Sementara itu, Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) 
memberikan definisi tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu : 
1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-
undang. 
2. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit  sebagai 
suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik 
dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 
mengenai unsur-unsur dari suatu strafbaarfeit, yaitu ; 
1. Perbuatan melawan hukum; 
2. Dengan sengaja; 
3. Dapat dipertanggungjawabkan; 
4. Diancam pidana.  
Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) dalam 
memberikan definisi tentang strafbaarfeit juga membagi atas 2 pengertian, 
yaitu : 
1. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaarfeit 
sebagai suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-
undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang. 
 
Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa 
setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, 
wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan 
kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi teori 
tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut 
harus mengandung unsur melawan hukum dan  unsur kesalahan (schuld) 
baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut 
hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya 
mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam 
perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau 
dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak 
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pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan 
tersebut dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang 
harus dihukum. 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa strafbaarfeit adalah  
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang  oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
Alasan dari Profesor Simons merumuskanstrafbaarfeit seperti di 
atas (P.A.F. Lamintang, 1997:185)  adalah karena : 
a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit  itu disyaratkan bahwa di situ 
harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajidkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; 
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam Undang-Undang, dan 
c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu onrechtmatige handeling. 
 
Lebih lanjut Simon (P.A.F. Lamintang, 1997:185) 
mengatakanbahwa : 
sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul 
dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah 
bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, 
hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur 
dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya 
dengan unsur-unsur yang lain. 
 
Sementara itu, menurut Van Hammel (Andi Zainal Abidin Farid, 
1995:224) bahwa “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-
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Undang melawan hukum, strafwardig (patut atau bernilai untuk pidana), 
dan dapat dicela karena kesalahan (enaan schuld te wijten)”. 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit penulis lebih sepakat 
untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak 
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan 
telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di 
dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, 
unsur subjektif dan unsur objektif. 
Menurut  Yulies  Tiena  (2006:62-63)  unsur peristiwa pidana 
(tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi 
objektif: 
1. Dari  segi  objektif  berkaitan  dengan  tindakan,  peristiwa  
pidana adalah perbuatan yang melawan hukum  yang sedang 
berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan 
hukuman. 
2. Dari  segi  subjektif,  peristiwa  pidana  adalah  perbuatan  
pidana yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur 
kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya 
peristiwa pidana. Unsur  kesalahan  itu  timbul  dari  niat  atau  
kehendak  si  pelaku. Jadi,  akibat  dari  perbuatan  itu  telah  
diketahui  bahwa  dilarang oleh  undang-undang  dan  diancam  
dengan  hukuman.  Jadi memang ada unsur kesengajaan. 
 
Suatu  peristiwa  agar  dapat  dikatakan  sebagai  peristiwa pidana 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang. 
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam 
undang-undang.  Pelakunya  harus  telah  melakukan  suatu 
kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, 
perbuatan  itu  memang  dapat  dibuktikan  sebagai  suatu 
perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. 
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan 
hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. 
 
Adapun  menurut  Kanter  dan  Sianturi  (2002:211)  dapatlah 
disusun unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
1. Subjek; 
2. Kesalahan. 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur 
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Artinya, 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai 
berikut : 
1. Unsur objektif, terdiri atas : 
1) Perbuatan orang; 
2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. 
2. Unsur subjektif, terdiri atas : 
1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden 
Marpaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif 
 Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea)kesalahan 
yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (opzet) dan kealpaan (schuld). 
b. Unsur Objektif 
 Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas : 
1. Perbuatan manusia, berupa : 
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a. Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif; 
b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan; 
2. Akibat (Result) perbuatan manusia 
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (Circumstances) 
1) Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara 
lain: Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Sementara itu, menurut Moeljatno (2002:63) bahwa : 
Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah : 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian 
dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini Penulis akanmenguraikan 
tentang jenis-jenis dari tindak pidana. 
KUHP membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan 
(misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) 
yang terdapat dalam buku III. 
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Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana 
lainnya, diantaranya adalah : 
a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
Undang-Undang, contohnya pencurian, sedangkan delik materil adalah 
delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur 
dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. 
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari 
perbuatanya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang. 
Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, Van Hamel 
kurang menyetujui pembagian tersebut, karena menurutnya (Teguh 
Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku yang terlarang itu tidak 
dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya 
perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana”. Van Hamel lebih 
sepakat menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan 
delik yang dirumuskan secara materiil. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan unsur-unsur kesengajaan. 
Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam 
tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu ; 
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a. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk); 
b. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn); 
c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis). 
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-
benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan 
kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si 
pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu 
pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan 
sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi 
dan pada akhirnya betul-betul terjadi. 
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat 
dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan 
perbuatan tersebut. 
c. Gewone delicten dan  Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana bisaa yang dapat 
dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.SementaraKlacht delicten (Teguh 
Prasetyo, 2010:59), “adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya 
dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan 
atau terkena”.Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan 
jika terdapat pengaduan dari yang memiliki kepentingan, siapa yang 
dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan 
yang ada. 
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Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 
absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya dapat 
dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu hanya 
menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan relative klachtdelicten adalah 
tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan 
pelaku terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian 
dalam keluarga.Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus 
menyebutkan orang-orang yang diduga merugikan dirinya. 
d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu 
yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik 
Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-
larangan di dalam Undang-Undang, contohnya adalah pemalsuan surat, 
pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik 
yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut 
Undang-Undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam 
persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. 
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), ada 
juga yang disebut dengan “delik commissionis permissionem commisa”. 
Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada 
anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi 
dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 
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Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada 
beberapa jenis tindak pidana yang lain, (Teguh Prasetyo, 2010:60) 
diantara lain : 
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict) : yaitu tindak pidana yang 
dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, 
tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah. 
b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas 
kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu 
berlangsung memakan waktu. 
c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana dengan 
pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, penganiayaan 
berat. 
d. Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, misalnya 
pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut 
diketahui. 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara 
sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala 
negara dan sebagainya. 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai 
negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal 
KUHP. 
 
C. Aborsi 
1. Pengertian Aborsi 
Aborsi atau bisa dikenal dengan Abortus provocatus (Mien Rukmini, 
2002:10) berasal dari kata “abortus yang artinya gugur 
kandungan/keguguran)”.Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus 
(Kusmaryanto, SCJ, 2002:203) adalah “penghentian atau pengeluaran 
hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya”.Dengan kata lain 
“pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan 
campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara 
lainnya. 
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Abortus Provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi 
dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah 
dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang 
perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan pengeluaran 
adalah keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan 
manusia, baik melalui alat mekanik, obat, atau cara lainnya. Oleh karena 
janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, 
maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan procured aborstion atau 
aborsiprovocatus atau aborsi yang disengaja. 
Abortus provocatus(Dadang Hawari, 2006:62)meliputi : 
Abortus provocatus medicalis,yaitu penghentian kehamilan 
(terminasi) yang disengaja karena alasan medis.Praktek ini dapat 
dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan 
oleh hukum dan abortus provocatus criminalis, yaitu penghentian 
kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik 
kedokteran. 
 
Dalam pengertian medis (Lilien Eka Chandra, 2006:10) aborsi 
adalah: 
Aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti 
terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel 
telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. 
Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena 
sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (variabel di 
luarrahim). 
 
Menurut Arif Mansjoer (1997:260), aborsi diartikan sebagai 
“Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum 
janin mencapai berat 1000 gram”. 
Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa ada tiga 
unsur yang harus terpenuhi dalam aborsi yaitu: 
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a. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara 
sperma dan ovum dalam rahim. 
b. Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi 
lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia. 
c. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa 
kelahiran tiba. 
2. Jenis-Jenis Aborsi 
Proses aborsi (Lilien Eka Chandra, 2006:10) dapatberlangsung 
dengan cara:  
1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun); 
2. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja); 
3. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis 
karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi). 
 
Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam 2 macam yaitu aborsi 
spontan (spontaneous aborsi) dan pengguguran buatan atau disengaja 
(aborsiprovocatus).Meskipun secara terminologi banyak macam aborsi 
yang bisa dijelaskan,Kusmaryanto (2002:11-18) menguraikan berbagai 
macam aborsiyakni : 
a. Aborsi (pengguguran) atau aborsiprovocatus, yaitu penghentian 
hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar 
kandungan (viability). 
b. Keguguran yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa 
hidup diluar kandungan tanpa campur tangan manusia. 
c. AborsiTherapeutic/medicalisadalah penghentian kehamilan 
dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau 
atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada 
kesehatan/tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan (irriversibel) 
lagi. 
d. Aborsikriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin 
bisa hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain 
therapeutic dan dilarang oleh hukum. 
e. AborsiEugenetik adalah penghentian kehamilan untuk 
menghindari kelahiran bayi yang cacat atau mempunyai 
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penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan 
untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja. 
f. Aborsi langsung-tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan 
yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang 
ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan Aborsi tak langsung 
adalah suatu tindakan yang mengakibatkan aborsi, meskipun 
aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan 
dalam tindakan itu. 
g. Selective abortion adalah penghentian kehamilan karena janin 
yang dikandung tidak memenuhi criteria yang diinginkan. Aborsi 
ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan “pre natal 
diagnosis” yakni diagnosis janin ketika ia masih ada dalam 
kandungan. 
h. Pengurangan embrio, pengurangan janin dengan menyisakan 
satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami 
hambatan perkembangan atau bahkan tidak sehat dalam 
perkembangannya. 
i. Partial birth abortion merupakan istilah politis/hukum yang 
dalam istilah medis dikenal dengan namadilation dan extraction. 
Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-
obatan kepada wanita hamil, tujuan agar leher rahim terbuka 
secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan 
alat khusus, dokter memutar posisi bayi sehingga yang keluar 
lebih dahulu ialah kakinya. Lalu bayi itu ditarik keluar tetapi tidak 
seluruhnya agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh 
ibunya. Ketika didalam itulah dokter menusuk kepala bayi 
dengan alat yang tajam dan menghisap otak bayi sehingga bayi 
itu mati. Sesudah bayi sudah mati baru dikeluarkan semuanya. 
Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum 
, sebab kalau bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya 
akan dihukum. Akan tetapi karena pembunuhan tersebut 
dilakukan sebelum bayi lahir dan ketika lahir bayi itu sudah 
dalam keadaan mati, maka sang pelaku bebas dari hukuman 
pembunuhan. 
 
Menurut Saifullah (2002:131-132), aborsi dapat dibagi menjadi dua 
macam yaitu: 
1. Aborsi spontan, yaitu pengguguran tidak sengaja dan terjadi 
tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih 
sering terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, seperti 
pendarahan, ataupun kecelakaan. Pengguguran ini 
menimbulkan akibat hukum. 
2. Aborsi buatan yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat 
dari suatu tindakan. Disini campur tangan manusia tampak 
jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 
dua macam yaitu: 
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a. AborsiArtificialisTherapicus, yaitu pengguguran yang 
dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.  Dalam 
istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan 
janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan 
sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila 
kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan 
medis menunjukkan gejala seperti itu. 
b. AborsiProvocatusCriminalis, yaitu pengguguran yang 
dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya aborsi yang 
dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar 
pernikahan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak 
dikehendaki. Menstrual Regulation (pengaturan menstruasi) 
bisa dimasukkan kedalam aborsi jenis ini. Pengaturan 
menstruasi bisanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa 
terhambat menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan 
laboratories ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam 
keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya 
meminta kepada dokter untuk membereskan janinnya. 
 
Aborsi secara medis dapat dibagi menjadi dua macam (Muhdiono, 
2002: 211), yaitu : 
a. Abortus spontaneous, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak 
didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-
mata disebabkan oleh faktor alamiah.  
Rustam Mochtar menyebutkan macam-macam aborsi spontan: 
a.  Abortus completes, (keguguran lengkap) artinya seluruh 
hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. 
b.  Abortus inkopletus, (keguguran bersisa) artinya hanya ada 
sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang 
tertinggal adalah deci dua dan plasenta 
c.  Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat dan akan 
terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah 
dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti 
pasmodica. 
d. Missed abortion, keadan di mana janin sudah mati tetapi 
tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama 
dua bulan atau lebih. 
e. Abortus habitulis atau keguguran berulang adalah keadaan 
dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 
kali atau lebih. 
f. Abortus infeksious dan abortus septic, adalah abortus yang 
disertai infeksi genital. 
b. Abortus provokatus, adalah aborsi yang disengaja baik dengan 
memakai obat-obatan maupun alat-alat. 
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Aborsi provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai 
dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses 
pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk 
bertumbuh. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) ini 
terbagi menjadi dua, yaitu : 
a. Abortus provocatus medicinalis, adalah aborsi yang 
dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila 
tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. 
b. Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus 
adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. 
DiIndonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah 
demimenyelamatkan nyawa ibu. Dalam praktek di dunia 
kedokteran, abortus provocatusmedicinalis juga dapat 
dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami 
cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya (Njowito 
Hamdani,1992: 215): “janin menderita kelainan ectopia kordis 
(janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat 
jantungnya), rakiskisis (janin akan dilahirkan dengan tulang 
punggung terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun anensefalus 
(janin akan dilahirkan tanpa otak besar)” 
c. Abortus provocatus criminalis, adalah aborsi yang terjadi 
oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak 
berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang 
dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat 
hubungan seksual di luar perkawinan. Secara yuridis,abortus 
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provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan 
sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan 
umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam 
keadaan mati atau hidup. Bertolak pada pengertian di atas, 
dapatlah diketahui bahwa pada abortus provocatus ini ada 
unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan 
yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. 
3. Jenis Tindakan Aborsi. 
Mengenai bagaimana cara melakukan aborsi, R. Soesilo 
(1985:243) mengemukakan sebagai berikut : 
Cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu rupa-rupa, 
baik dengan obat yang diminum, maupun alat-alat yang 
dimasukkan melalui anggota kemaluan menggugurkan kandungan 
yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang 
yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya 
kehamilan (Mathusianisme). 
 
Secara garis besar, Ada dua macam tindakan aborsiyaitu : 
1. Aborsi dilakukan sendiri 
Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan carameminum 
jamu atau obat-obatan yang membahayakan janin atau dengan 
sengaja melakukan perbuatan yang menggugurkan janin. 
2. Aborsi dilakukan orang lain 
Orang lain disini bisa seorang dokter, bidan, dukun beranak.  
Menurut Sofwan Dahwan (Muhdiono, 2002:23), ada beberapa 
metode abortus provokatus kriminalis yang dapat dilakukan sendiri atau 
dilakukan oleh orang lain, dengan cara sebagai berikut : 
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1. Menggunakan kekerasan umum (general violence). Yaitu 
dengan melakukan kegiatan fisik yang berlebihan , misalnya lari-
lari. 
2. Menggunakan kekerasan lokal (local violence), yaitu dilakukan 
tanpa menggunakan alat, misalnya memijat perut bagian bawah; 
dengan menggunakan alat medis , misalnya tang kuret; 
menggunakan alat-alat non medis, misalnya kawat; 
menggunakan zat-zat kimia, misalnya larutan zink chloride. 
3. Menggunakan obat-obatan obortifisien, seperti obat emetika dan 
obat omenagoga atau obat pelancar haid. 
4. Menggunakan obat-obat echolica atau perangsang otot-otot 
rahim, seperti kinina. 
 
4. Regulasi Abortus Provocatus dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan 
pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur 
dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya 
Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan 
digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian 
tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam pasal-pasal 
tersebut : 
a. Pasal 299 KUHP. 
Pasal 299 KUHP menentukan sebagai berikut : 
(1).  Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau 
menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau 
ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya 
dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. 
(2).  Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari 
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai 
pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan 
atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. 
(3).  Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk 
melakukan pencarian itu. 
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Dari rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-
unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : 
1. Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau 
menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan 
tersebut kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling 
banyak tiga ribu rupiah. 
2. Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati 
seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan 
harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat 
digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan 
tersebut atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai 
pencarian atau kebisaaan, maka pidananya dapat ditambah 
sepertiga. 
3. Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya 
supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut 
kehamilannya dapat digugurkan itu dilakukan oleh seorang 
dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk berpraktek dapat 
dicabut. 
b. Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu 
menurut (Pasal 346 KUHP). 
Abortus jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 
KUHP.merumuskan sebagai berikut : “Perempuan yang dengan sengaja 
menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain 
untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.  
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Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut 
terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi 
nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan 
yang mengandung.P.A.F. Lamintang (1997:206) mengemukakan putusan 
Hoge Raad sebagai berikut : 
Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari 
kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada 
didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran 
berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal 
anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak 
yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup 
ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup. 
 
Pasal 346 KUHP merumuskan sebagai berikut : 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
 
Jika kembali memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, 
maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran 
kandungan (abortus) sebagai berikut : 
a. Subyeknya adalah perempuan wanita itu sendiri atau orang lain 
yang disuruhnya. 
b. Dengan sengaja. 
c. Menggugurkan atau mematikan kandungannya. 
 
Dalam melihat unsur-unsur dari pasal 346 KUHP, maka dapat 
disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 
KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang 
hamil itu sendiri. 
 
 
36 
c. Orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut Pasal 
347 KUHP. 
Aborsi jenis ini dicantumkan tegas dalam Pasal 347 KUHP yang 
menentukannya sebagai berikut : 
Pengguguran kandungan (abortus) dengan cara ini dengan maksud 
untuk melindungi perempuan yang mengandung karena ada 
kemungkinan mengganggu kesehatannya ataupun keselamatannya 
terancam. 
 
Dengan memperhatikan rumusan Pasal 347 KUHP dapat 
dikemukakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai 
berikut : 
a. Subyeknya orang lain; 
b. Dengan sengaja; 
c. Menggugurkan atau mematikan kandungannya; 
d. Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu.  
Adapun pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan oleh 
orang lain tersebut tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya 
itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman 
pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima belas 
tahun menurut Pasal 347 ayat (2) KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam 
KUHP sebagai berikut : 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita 
tersebut,diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
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d. Orang yang melakukan dengan persetujuan perempuan itu menurut 
Pasal 348 KUHP.  
Rumusan Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut : 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
 
Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 348 KUHP 
adalah sebagai berikut : 
a. Subjeknya adalah orang lain; 
b. Menggugurkan atau mematikan kandungan; 
c. Dengan izin perempuan yang digugurkan kandungannya.  
e. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana 
tambahan menurut Pasal 349 KUHP.  
Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-orang 
tertentu yang dipidananya diperberat. Adapun orang-orang tertentu yang 
dimaksud dalam rumusan Pasal 349 KUHP adalah sebagai berikut : 
Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu 
dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah 
atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam 
itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari 
jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. 
 
Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-
unsur tindak pidana adalah sebagai berikut : 
1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan aborsi atau ia 
menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara. 
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2. Seseorang yang sengaja melakukan aborsi terhadap ibu 
hamil,dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam 
hukumanpenjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, 
diancam 15tahun penjara. 
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 
5,5tahun penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 
7tahun penjara. 
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi 
tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga 
kesehatan)ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan 
hak untukberpraktek dapat dicabut. 
P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal 
tersebut (1997:206) sebagai berikut: 
a.  Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, 
jika anakyang berada dalam kandungan itu selama dilakukan 
usahapengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-
undang tidakmengenal anggapan hukum yang dapat memberi 
kesimpulan bahwaanak yang berada di dalam kandungan itu 
berada dalam keadaan hidupataupun mempunyai kemungkinan 
tetap hidup. 
b.  Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa 
anak yangberada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha 
penggugurankandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak 
perlu bahwa anak itumenjadi mati karena usaha pengguguran 
tersebut. Kenyataan bahwaanak itu dilahirkan dalam keadaan 
selamat, tidaklah menghapus bahwakejahatan itu selesai 
dilakukan. Undang-Undang tidak membedakan antara 
berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup 
didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari 
tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu 
hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk 
menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. 
Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses 
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kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku 
diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. 
d. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim 
didalamputusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, 
bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan 
bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja 
menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut. 
 
Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwaaborsi 
menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia 
yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau 
mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang 
yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil 
yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan 
tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah 
dokter, bidan atau juru obat. 
5. Regulasi Abortus Provocatus dalam Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan 
Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi 
dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang ini terdapat 
pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek 
medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi 
diberbagai lapisan masyarakat.Meskipun Undang-Undang melarang 
praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. 
Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194 .  
40 
Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang 
terdapat dalam pasal-pasal tersebut: 
a. Pasal 75: 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan: 
a.  indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat 
bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan. 
(3)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan 
pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari 
pertamahaid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis 
kedaruratanmedis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) danayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
b. Pasal 76: 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat 
dilakukan: 
a.  sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu; 
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 
c.  dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d.  dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e.  penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
 
c. Pasal 77: 
“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari 
aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) 
yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta 
bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 
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d. Pasal 194 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
 
Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 
tentangKesehatan, menyatakan: yang dimaksud dengan “konselor” dalam 
ketentuan ini adalahsetiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai 
konselormelalui pendidikan dan pelatihan. Bahwa yang dapat menjadi 
konseloradalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
dansetiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilanuntuk 
itu. 
Selanjutnya penjelasan Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 
memberikan penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan praktik 
aborsi yang tidak bermutu, tidakaman, dan tidak bertanggung jawab 
adalah aborsi yangdilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan 
perempuanyang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yangtidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayananyang 
berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalanmateri daripada 
indikasi medis. 
Aborsi yang disengaja dengan melanggarberbagai ketentuan 
hukum (abortus provocatus criminalis) yang terdapatdalam KUHP 
menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangatmemberatkan 
paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsiyang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jugabertentangan dengan 
Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang pada 
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prinsipnya tindakan pengguguran kandunganatau aborsi dilarang (Pasal 
75 ayat (1)), namun Larangan tersebut dapatdikecualikan berdasarkan: 
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup di luar kandungan; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkantrauma 
psikologis bagi korban perkosaan. 
6. Perbedaan dan Persamaan Antara Aborsidengan Pembunuhan 
Anak. 
Untuk membedakan aborsi dengan pembunuhan anak 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP, maka terlebih dahulu 
perlu diketahui yang dimaksud dengan pembunuhan anak. 
Pasal 341KUHP menentukan bahwa : 
Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya 
pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama dilahirkan, karena 
takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena 
makar mati terhadap anak (kinderdoodsleg) dengan hukuman 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
 
Dali Mutiara dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan dan 
Pelanggaran Kriminal Sehari-hari” (1962:67) memberikan rumusan 
sebagai berikut : 
Yang dinamakan pembunuhan bayi (Kindedoodsleg) yaitu ibu yang 
dengan sengaja membunuh anak (bayi) yang baru dilahirkan 
dengan tidak memikirkan panjang lebar terlebih dahulu oleh rasa 
takut bahwa orang lain akan tahu bahwa ia melahirkan bayi. 
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Pembunuhan anak (bayi) yang diatur dalam Pasal 341 KUHP 
sesuai dengan pengertian tersebut diatas dan menitikberatkan dari segi 
kesengajaan pembunuhan bayi yang telah dilahirkannya, tanpa 
memikirkan panjang lebar akibat-akibat dari perbuatannya itu. Hal tersebut 
dilakukan oleh si ibu disebabkan karena adanya faktor siri’ (rasa malu) 
yang dimiliki si pelaku, maka dengan demikian ia berusaha untuk 
menghindarkan diri akan ketahuan oleh orang banyak atau masyarakat 
sekitarnya bahwa ia telah melahirkan anak (bayi) tanpa ayah (bapak).  
Selain dari pengertian diatas. R. Soesilo (1985:242) menguraikan 
bahwa tentang pembunuhan bisa anak (Kinderdoodsleg) maupun 
pembunuhan anak yang direncanakan (Kindermood) sebagai berikut : 
Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal 
tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan 
harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak 
itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau karena 
hubungan kelamin yang tidak sah.Apabila syarat ini tidak ada, 
maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan bisa yang 
tersebut dalam Pasal 338 dan 340 KUHP. 
 
Selanjutnya dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terpenting 
dalam pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 341 
KUHP mengenai pembunuhan bisa anak ialah : 
a. Pembunuhan anak dilakukan pada waktu dilahirkan atau 
sebentar sesudah dilahirkan.  
b. Pembunuhan dilakukan oleh ibunya sendiri.  
c. Anak itu lahir dalam keadaan hidup.  
d. Perbuatan dan sikap ibunya itu dilakukan karena terdorong oleh 
rasa takut atau malu karena diketahui tentang kelahiran dari 
anaknya itu.  
 
Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana 
Tertentu di Indonesia” (1980:77), mengemukakan adanya perbedaan 
antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (abortus), 
sebagai berikut : 
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Bahwa pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup, 
sedang dalam pengguguran kandungan (abortus), apa yang keluar 
dari tubuh ibu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum 
menjadi (onvolidragen Vrucht) atau suatu bayi yang sudah mati 
(Voldragem Vrucht). Perbedaan inilah juga yang membedakan 
maksimum hukuman pada pengguguran kandungan (abortus) 4 
(empat) tahun kurang dari pembunuhan anak 7 (tujuh) tahun. 
 
Selain dari perbedaan tersebut di atas, masih ada perbedaan lain 
yang juga menjadi perbedaan pokok antara pembunuhan anak dan aborsi,  
yaitu alasan yang mendorong terjadinya perbuatan pidana, baik yang 
tercantum di dalam Pasal 341 dan 342 KUHP maupun yang terdapat di 
dalam Pasal 346 KUHP.  
Sehubungan dengan adanya perbedaan yang kedua tersebut 
diatas, maka Wirjono Prodjodikoro (1980:77) mengemukakan sebagai 
berikut : 
“Dalam hal abortus tidak diperdulikan alasan apa yang mendorong 
si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti dalam hal 
pembunuhan anak, dimana disebutkan alasan atau suatu ketakutan 
si ibu akan diketahui lahirnya si anak”. 
 
Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut diatas baik megenai 
pembunuhan anak maupun aborsi dapat ditarik kesimpulan bahwa 
keduanya terdapat perbedaan yaitu sebagai berikut : 
1. Pada pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir hidup, 
kemudian mati karena dibunuh, sedangkan pada aborsi, yaitu 
adanya janin (embrio) yang hidup dan ia merupakan bayi yang 
belum hidup atau suatu bayi yang sudah mati, atau dengan kata 
lain bayi atau janin yang masih dalam kandungan baik mati 
maupun hidup yang masih dalam kandungan dan sudah mati 
sebelum bayi itu lahir.  
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2. Pada pembunuhan anak disyaratkan adanya rasa takut pada diri 
si ibu untuk diketahui oleh orang lain bahwa ibu telah melahirkan 
anaknya, sedang pada aborsi yaitu tidak dipedulikan alasan 
yang mendorong si ibu untuk melakukan pengguguran 
kandungan (abortus) tersebut.  
3. Pada pembunuhan anak, perbuatan ini dilakukan pada saat anak 
itu lahir atau tidak lama setelah anak itu dilahirkan dan memang 
sudah waktunya untuk lahir, sedangkan aborsi perbuatan itu 
dilakukan sebelum cukup waktu untuk lahir.  
Adapun persamaan-persamaan antara kedua hal tersebut. Wirjono 
Prodjodikoro (1980:76) mengemukakan sebagai berikut : 
Persamaan antara pembunuhan anak dan pengguguran 
kandungan (abortus) atau pembunuhan kandungan ialah bahwa 
harus ada kandungan (Vrucht) atau bayi (kind) yang hidup dan 
kemudian dimatikan.Persamaan inilah juga yang menyebabkan 
tindak pidana pengguguran kandungan (abortus) dimasukkan 
dalam title XIX buku II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa 
orang. 
 
Persamaan antara pembunuhan anak dengan aborsi adalah bahwa 
kedua-duanya merupakan perbuatan makar mati karena pembunuhan 
anak setelah anak itu lahir atau tidak lama setelah anak itu lahir. 
Untuk lebih jelasnya persamaan antara pembunuhan anak dengan 
aborsi tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Baik pembunuhan anak maupun aborsikedua-duanya termasuk 
perbuatan makar mati.  
2. Baik mengenai pembunuhan anak maupun aborsi kedua-duanya 
harus ada kandungan atau bayi yang hidup kemudian mati.  
3. Baik mengenai pembunuhan anak maupun pembunuhan atau 
aborsi, kedua-duanya dapat dikategorikan sebagai suatu tindak 
pidana yang harus ada unsur kesengajaan untuk melakukan 
kedua perbuatan yang tercela tersebut.  
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D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan di sidang pengadilan.Kesalahan terdakwa tentunya 
sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan 
rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya 
minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim 
akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut 
adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Faktor-faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan 
yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan 
masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. 
1. Yang meringankan. 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang 
(Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut : 
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1. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai 
berikut. 
 “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi 
sepertiga.” 
2. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.  
 “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. 
 “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
 
2. Yang Memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-Undang ditentukan 
sebagai berikut : 
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP yaitu : 
(1). Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 
satu pidana; 
(2). Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan 
tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat 
ditambah sepertiganya.” 
 
Dan Pasal 66 KUHP yang berbunyi: 
(1). Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan 
pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh 
lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
(2)  Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk 
perbuatan itu.”.dan 
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b. Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 
KUHP.Berdasarkan pada teori pemidanaan (Adami chazawi,2002: 
157-168) yaitu: 
a. Teori Absolut 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan, inilah dasar 
pembenar dan penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasarnya 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
dalammasyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, 
untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
c. Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain 
dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian hukum untuk 
memperoleh bahan atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan. Penelitian hukum tersebut ditujukan untuk mendapatkan 
hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian 
terhadap masalah hukum dan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak 
dan kewajiban). 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang 
biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. 
Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan 
atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-
bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian 
kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap 
bahan yang bersifat sekunder yang ada dperpustakaan. Untuk 
mendukung penelitian yuridis normatif ini, maka terlebih dahulu penulis 
harus memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari  kantor 
Pengadilan Negeri Makassar. 
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B. Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 
autorotatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 
2. Bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang terdiri dari buku 
atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, laporan 
penelitian hukum, kamus-kamus hukum serta komentar-komentar 
atas putusan pengadilan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Bahan 
Dalam rangka memperoleh bahan yang relevan dengan 
pembahasan tulisanini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan 
bahan sebagai berikut: 
1. Bahan Hukum Primer dan Sekunder 
Pengumpulan bahanhukum primer dan sekunder diperoleh dari 
berbagai bahan yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, 
berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian 
ini.Disamping itu juga bahan yang diambil penulis ada yang berasal 
dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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2. Bahan Non Hukum 
Wawancara (interview) langsung kepada pihak Pengadilan Negeri 
Makassar. 
 
D. Analisis Bahan 
Bahan yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis 
secaradeskriptifkualitatif.Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara 
menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode 
kualitatif yaitu metode analisisbahan yang mengelompokkan dan 
menyeleksi bahan yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya 
kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang 
diajukan.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penyertaan 
dalam tindak pidana aborsi. 
1. Posisi kasus. 
- Bahwa sekitar bulan Februari 2012 di Tanjung Bayam,Syahrul 
(terdakwa) mencoba menggugurkan kandungan pacarnya 
bernama Rita (korban) dengan cara meminumkan anggur cap 
Orang Tua sebanyak 1 (satu) botol kecil kepada Rita, akan 
tetapi kandungan Rita tidak gugur. 
- Bahwa tanggal 8 April 2012 terdakwa kembali mencoba 
menggugurkan kandungan Rita untuk kedua kalinya, dengan 
cara membawa air perasan nenas muda ke rumah Rita dan 
diminumkan. Namun, kandungan Rita belum gugur. 
- Bahwa karena gagal untuk kedua kalinya, maka pada tanggal 
10 April 2012, terdakwa membawa Rita menemui rekannya 
Rendi dan Ani, yang juga pernah menggugurkan kandungan, 
dengan maksud menanyakan tempat untuk menggugurkan 
kandungan. 
- Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dan Rita diberitahukan 
oleh Rendi bahwa tempat Ani menggugurkan kandungannya di 
rumah perempuan bernama DG. Jira yang terletak di jalan Andi 
Tonro 2. 
- Kemudian pada hari rabu tanggal 11 April 2012 terdakwa 
bersama Rita pergi menjemput Rendi dan Ani di rumah kostnya 
di jalan Veteran lalu menuju ke rumah dukun DG. Jira. 
- Setelah Rita dan Ani menyepakati biaya pengguguran 
kandungan dengan DG Jira yaitu Rp. 1000.000,- (satu juta 
rupiah), terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,-(empat 
ratus ribu rupiah) untuk ditambahkan dengan uang milik Rita 
untuk membayar biaya menggugurkan. 
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 13.00 Wita, Ani dan Rita 
masuk ke dalam kamar DG. Jira,terdakwa dan Rendi tetap 
berada di luar kamar, kemudian Rita digugurkan kandungannya 
oleh DG Jira. 
- Setelah kandungan Rita gugur, maka mereka kembali pulang. 
Sekitar pukul 17.00 Wita di hari yang sama, vagina Rita mulai 
mengeluarkan darah sehingga beberapa kali terdakwa 
menggantikan pembalut, dan Rita sudah mulai merasa demam, 
namun Rita masih bertahan tidak mau dibawa ke rumah sakit. 
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- Pada tanggal 12 April 2012 pukul 05.50 Wita,terdakwa dan Rita 
pergi ke rumah kost rekannya yaitu Rendi untuk istirahat. 
Sekitar pukul 23.00 Wita mereka pindah kost yang terletak di 
jalan Hertasning karena takut diketahui oleh pemilik kost. 
- Bahwa terdakwa dan Rita nginap di rumah kost di hertasning 
mulai hari kamis malam sampai hari sabtu malam tanggal 14 
April 2012. 
- Bahwa pendarahan Rita tidak kunjung berhenti, maka jam 
22.00 Wita, terdakwa bersama temannya yang bernama Awal 
membawa Rita ke rumah sakit Grestelina akan tetapi di dalam 
perjalanan Rita meninggal dunia 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan subsidair dalam dakwaan nomor : PDM-
470/Mks/Ep.1/06/201 sebagai berikut : 
Surat Dakwaan 
PRIMAIR : 
Bahwa terdakwa Syahrul alias Arul bersama dengan DG. Jira, Pr. 
Ani serta Rendi (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang), 
pada hari rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April, 
bertempat di jalan Andi Tonro 2 di rumah DG. Jira kota Makassar 
atau setidak-tidaknya suatu tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya 
yang mengakibatkan Pr. Rita meninggal dunia, mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta 
melakukan. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan 
cara : 
 
Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2012 di Tanjung Bayam 
Syahrul (terdakwa) meminumkan korban Rita anggur cap Orang 
Tua sebanyak 1 (satu) botol kecil, akan tetapi kandungan Rita tidak 
gugur, kemudian sekitar tanggal 8 April 2012 terdakwa membawa 
air perasan nenas muda ke rumah Rita dan diminumkan. Namun, 
kandungan Rita belum gugur juga, kemudian keesokan harinya 
tanggal 9 April 2012 terdakwa bertanya kepada temannya yang 
bernama Rendi “apakah Rita bisa digugurkan kandungannya 
ditempat pacarnya menggugurkan kandungannya”, lalu Rendi 
memberitahukan terdakwa bahwa bawa saja Rita ke tempat 
kostnya untuk bicara kepada pacar Rendi yakni Ani, dan keesokan 
harinya sekitar tanggal 10 April 2012 terdakwa membawa Rita ke 
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tempat kostnya Rendi dan Ani memberitahukan kepada terdakwa 
dan Rita bahwa Ani menggugurkan kandungannya di rumah 
seorang dukun bernama DG. Jira yang tinggal di jalan Andi Tonro 
2, dan cara menggugurkannya dengan cara dikorek, lalu Ani 
bertanya kepada Rita apakah kamu setuju karena setelah dikorek 
akan sakit selama 1 (satu) minggu dan Rita tetap setuju dan 
akhirnya mereka berempat sepakat besok akan segera ke tempat 
dukun DG. Jira. 
 
Kemudian pada tanggal 11 April 2012 terdakwa sepakat dengan 
Rita untuk meminta izinkan kepada orang tua Rita agar diijinkan 
pergi Palopo untuk menemani Ani kekampungnya dan Rita 
diizinkan oleh orang tuanya, kemudian terdakwa bersama Rita 
pergi menjemput Rendi dan Ani di rumah kostnya di jalan Veteran 
lalu menuju ke rumah dukun DG.Jira.Pada hari rabu Tanggal 11 
April 2012 sekitar pukul 13.00 WITA, DG. Jira menggugurkan 
kandungan Rita dengan cara Ani dan Rita masuk ke dalam kamar 
DG. Jira kemudian mereka bertiga mengobrol dan sekitar dua 
puluh menit Rita keluar dari kamar dan meminta uang kepada 
terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 
ditambahkan uang milik Rita, hingga menjadi sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan dukun DG. Jira 
dan setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa dan Rendi tetap 
berada di luar kamar, namun Rita kembali masuk ke kamar 
tersebut dan dukun DG.Jira langsung menggugurkan kandungan 
Rita. 
 
Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA di hari yang sama, vagina Rita 
mulai mengeluarkan darah sehingga beberapa kali terdakwa 
menggantikan pembalut dan Rita sudah mulai merasa demam, 
namun Rita masih bertahan tidak mau dibawa ke rumah sakit, 
sehingga pada pukul 05.50 WITA terdakwa dan Rita pergi ke 
rumah kostnya Rendi untuk istirahat dan sekitar pukul 23.00 Wita 
mereka pindah kost yang terletak di jalan Hertasning karena takut 
diketahui oleh pemilik kost dan terdakwa dan Rita menginap di 
rumah kost di hertasning mulai hari kamis malam sampai hari 
sabtu malam tanggal 14 April 2012, dankarena Rita mengalami 
pendarahan maka jam 22.00 Wita terdakwa bersama temannya 
yang bernama Awal membawa Rita ke rumah sakit Grestelina 
akan tetapi di dalam perjalanan Rita meninggal dunia. 
Dari hasil pemeriksaan luar, didapatkan rambut kepala berwarna 
hitam, tumbuh lebat, sedikit berombak, sukar dicabut, ukuran 
rambut terpanjang tiga puluh sentimeter, bulu mata warna hitam 
dengan ukuran terpanjang nol koma Sembilan sentimeter, warna 
kulit sawo matang, umur kira-kira delapan belas tahun sampai 
umur dua puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh 
delapan sentimeter, berat badan tidak seimbang, gizi cukup, kira-
kira termasuk bangsa Indonesia, kaku mayat pada otot wajah 
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sukar dilawan, kaku mayat pada lengan dan tungkai dapat dilawan, 
lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung dan bokong 
tidak hilang pada penekanan, belum ada tanda-tanda 
pembusukan. 
 
Bibir pucat keunguan, selaput lendir mata pucat, jaringan bawah 
kuku jari tangan pucat keunguan dan pada kaki pucat. Paru kanan 
dan kiri pucat, vagina selaput darah tampak robekan sampai ke 
dasar hampir-hampir semua bagian selaput darah, dengan tepi 
tidak teratur dan berwarna sama dengan sekitarnya, saluran 
vagina tampak kemerahan.  
 
Hapusan vagina : terdapat jaringan berwarna merah kecoklatan, 
uterus : berat dua ratus gram, ukuran panjang dua belas koma tiga 
centimeter, lebar tujuh koma satu centimeter, tinggi dua 
centimeter, tebal pada bagian korpus uteri yaitu satu koma lima 
centimeter.  
 
Mulut rahim : pada semua permukaannya berwarna lebih merah 
dari sekitarnya dan tampak terbuka dengan ukuran panjang 
duacentimeter dan lebar tiga centimeter dan terdapat jaringan 
menutupi mulut rahim tersebut yang berwarna merah kecoklatan, 
setelah rahim dibuka, nampak ada gumpalan jaringan berwarna 
merah kecoklatan dan sebagian berwarna kehitaman, ukuran 
panjang delapan koma dua centimeter, setelah jaringan tersebut 
dikeluarkan dan ditimbang mempunyai berat nol koma tiga gram.  
 
Hasil pemeriksaan hispatologi menunjukkan radang sapuratif pada 
semua organ terperiksa, tanda-tanda kongestif  organ dalam dan 
sisa kehamilan : dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh 
karena syok septic. 
 
KESIMPULAN : 
Berdasarkan surat permintaan visum et repertum  dari Kepala 
Kepolisian Sektor Manggala tertanggal 15 bulan April 2012 No. Pol 
R/01/IV/2012 RESKRIM yang ditandatangani oleh Daniel Lindang, 
SH. Kompol NRP 58120844 telah dilakukan bedah mayat atas satu 
mayat perempuan yang menurut surat tersebut bernama Rita 
dengan umur 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan 
bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi yang 
disebabkan oleh peradangan yang luas pada seluruh organ 
tubuh.Terdapat bukti bahwa korban dalam keadaan hamil dengan 
tertinggalnya sisa kehamilan dalam rahim. 
 
Sesuai Visum Et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik 
dan medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
Makassar No. KS03/VR/2012, yang ditanda tangani oleh dr. Jerny 
Dase, SH, SpF, Mkes dan dr. C. William Sialana. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 348 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
 
SUBSIDAIR : 
Bahwa terdakwa Syahrul alias Arul bersama dengan DG. Jira, pr. 
Ani serta Rendi  (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang), 
pada hari rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April, 
bertempat di jalan Andi Tonro 2 di rumah DG. Jira kota Makassar 
atau setidak-tidaknya suatu tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya 
yang mengakibatkan Pr. Rita meninggal dunia, mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta 
melakukan. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan 
cara : 
 
Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2012 di Tanjung Bayam 
Syahrul (terdakwa) meminumkan korban Rita anggur cap Orang 
Tua sebanyak 1 (satu) botol kecil, akan tetapi kandungan Rita tidak 
gugur, kemudian sekitar tanggal 8 April 2012 terrdakwa membawa 
air perasan nenas muda ke rumah Rita dan diminumkan. Namun, 
kandungan Rita belum gugur juga, kemudian keesokan harinya 
tanggal 9 April 2012 terdakwa bertanya kepada temannya yang 
bernama Rendi “apakah Rita bisa digugurkan kandungannya 
ditempat pacarnya menggugurkan kandungannya”, lalu Rendi 
memberitahukan terdakwa bahwa bawa saja Rita ke tempat 
kostnya untuk bicara kepada pacar Rendi yakni Ani, dan keesokan 
harinya sekitar tanggal 10 April 2012 terdakwa membawa Rita ke 
tempat kostnya Rendi dan Ani memberitahukan kepada terdakwa 
dan Rita bahwa Ani menggugurkan kandungannya di rumah 
seorang dukun bernama DG. Jira yang tinggal di jalan Andi Tonro 
2, dan cara menggugurkannya dengan cara dikorek, lalu Ani 
bertanya kepada Rita apakah kamu setuju karena setelah dikorek 
akan sakit selama 1 (satu) minggu dan Rita tetap setuju dan 
akhirnya mereka berempat sepakat besok akan segera ke tempat 
dukun DG. Jira. 
 
Kemudian pada tanggal 11 April 2012 terdakwa sepakat dengan 
Rita untuk meminta izinkan kepada orang tua Rita agar diijinkan 
pergi Palopo untuk menemani Ani kekampungnya dan Rita 
diizinkan oleh orang tuanya, kemudian terdakwa bersama Rita 
pergi menjemput Rendi dan Ani di rumah kostnya di jalan Veteran 
lalu menuju ke rumah dukun DG.Jira.Pada hari rabu Tanggal 11 
April 2012 sekitar pukul 13.00 WITA, DG. Jira menggugurkan 
kandungan Rita dengan cara Ani dan Rita masuk ke dalam kamar 
DG. Jira kemudian mereka bertiga mengobrol dan sekitar dua 
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puluh menit Rita keluar dari kamar dan meminta uang kepada 
terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 
ditambahkan uang milik Rita, hingga menjadi sebesar Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan dukun DG. Jira 
dan setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa dan Rendi tetap 
berada di luar kamar, namun Rita kembali masuk ke kamar 
tersebut dan dukun DG.Jira langsung menggugurkan kandungan 
Rita. 
 
Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA di hari yang sama, vagina Rita 
mulai mengeluarkan darah sehingga beberapa kali terdakwa 
menggantikan pembalut dan Rita sudah mulai merasa demam, 
namun Rita masih bertahan tidak mau dibawa ke rumah sakit, 
sehingga pada pukul 05.50 WITA terdakwa dan Rita pergi ke 
rumah kostnya Rendi untuk istirahat dan sekitar pukul 23.00 Wita 
mereka pindah kost yang terletak di jalan Hertasning karena takut 
diketahui oleh pemilik kost dan terdakwa dan Rita nginap di rumah 
kost hertasning mulai hari kamis malam sampai hari sabtu malam 
tanggal 14 April 2012, dankarena Rita mengalami pendarahan 
maka jam 22.00 Wita terdakwa bersama temannya yang bernama 
Awal membawa Rita ke rumah sakit Grestelina akan tetapi di 
dalam perjalanan Rita meninggal dunia. 
 
Dari hasil pemeriksaan luar, didapatkan rambut kepala  berwarna 
hitam, tumbuh lebat, sedikit berombak, sukar dicabut, ukuran 
rambut terpanjang tiga puluh sentimeter, bulu mata warna hitam 
dengan ukuran terpanjang nol koma Sembilan sentimeter, warna 
kulit sawo matang, umur kira-kira delapan belas tahun sampai 
umur dua puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh 
delapan sentimeter, berat badan tidak seimbang, gizi cukup, kira-
kira termasuk bangsa Indonesia, kaku mayat pada otot wajah 
sukar dilawan, kaku mayat pada lengan dan tungkai dapat dilawan, 
lebam mayat pada leher bagian belakang, punggung dan bokong 
tidak hilang pada penekanan, belum ada tanda-tanda 
pembusukan. 
 
Bibir pucat keunguan, selaput lendir mata pucat, jaringan bawah 
kuku jari tangan pucat keunguan dan pada kaki pucat. Paru kanan 
dan kiri pucat, vagina selaput darah tampak robekan sampai ke 
dasar hampir-hampir semua bagian selaput darah, dengan tepi 
tidak teratur dan berwarna sama dengan sekitanya, saluran vagina 
tampak kemerahan.  
 
Hapusan vagina : terdapat jaringan berwarna merah kecoklatan, 
uterus : berat dua ratus gram, ukuran panjang dua belas koma tiga 
centimeter, lebar tujuh koma satu centimeter, tinggi dua 
centimeter, tebal pada bagian korpus uteri yaitu satu koma lima 
centimeter.  
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Mulut rahim : pada semua permukaannya berwarna lebih merah 
dari sekitarnya dan tampak terbuka dengan ukuran panjang 
duacentimeter dan lebar tiga centimeter dan terdapat jaringan 
menutupi mulut rahim tersebut yang berwarna merah kecoklatan, 
setelah rahim dibuka, nampak ada gumpalan jaringan berwarna 
merah kecoklatan dan sebagian berwarna kehitaman, ukuran 
panjang delapan koma dua centimeter, setelah jaringan tersebut 
dikeluarkan dan ditimbang mempunyai berat nol koma tiga gram.  
 
Hasil pemeriksaan hispatologi menunjukkan radang sapuratif pada 
semua organ terperiksa, tanda-tanda kongestif  organ dalam dan 
sisa kehamilan : dapat dipertimbangkan mekanisme kematian oleh 
karena syok septic. 
 
KESIMPULAN : 
Berdasarkan surat permintaan visum et repertum  dari Kepala 
Kepolisian Sektor Manggala tertanggal 15 bulan April 2012 No. Pol 
R/01/IV/2012 RESKRIM yang ditandatangani oleh Daniel Lindang, 
SH. Kompol NRP 58120844 telah dilakukan bedah mayat atas satu 
mayat perempuan yang menurut surat tersebut bernama Rita 
dengan umur 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan 
bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi yang 
disebabkan oleh peradangan yang luas pada seluruh organ 
tubuh.Terdapat bukti bahwa korban dalam keadaan hamil dengan 
tertinggalnya sisa kehamilan dalam rahim. 
Sesuai Visum Et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik 
dan medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
Makassar No. KS03/VR/2012, yang ditanda tangani oleh dr. Jerny 
Dase, SH, SpF, Mkes dan dr. C. William Sialana. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
Dalam proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap, Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dalam surat 
tuntutan No: REG.PERK.PDM-/MKS/06/2012   sebagai berikut : 
MENUNTUT 
 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar 
memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan ; 
1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL alias Arul telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana ABORSI sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1), (2) 
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KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRUL alias 
ARUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap 
ditahan. 
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) sangat penting, karena 
menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan kemudian menjadi 
dasar bagi Hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan. 
Surat dakwaan(M. Yahya Harahap, 2002:376) adalah : 
“Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari 
hasil  pemeriksaan  penyidikan,  dan  merupakan  dasar  serta  
landasan  bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang 
pengadilan.” 
 
Pemeriksaan dan putusan Hakim, terbatas pada apa yang 
didakwakan  oleh  JPU.  JPU  adalah  penentu  tentang  tindak pidana  
apa  saja  yang  didakwakan  kepada terdakwa, karena JPU adalah 
pemilik perkara atau tuntutan dan dakwaan apa yang ingin JPU terapkan. 
Surat dakwaan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 
berisi tentang hal apa saja yang harus di muat dalam surat dakwaan 
tersebut.  
Mengenai syarat surat dakwaan, KUHAP mengatur Mengenai 
syarat-syarat surat dakwaan tersebut dalam Pasal 143 KUHAP yang 
dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan 
negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara 
tersebut disertai dengan surat dakwaan. 
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi 
tanggal dan ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, 
pekerjaan tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi 
hukum. 
 
Dalam kasus yang diteliti Penulis, JPU menerapkan dakwaan 
subsidair dalam surat dakwaan no: PDM-470/Mks/Ep.1/06/2012 yaitu 
dakwaan primair Pasal 348 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan dakwaan subsidair Pasal 348 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. dakwaanJPU disusun berdasarkan ancaman hukuman yang paling 
berat, yaitu  ancaman hukuman untuk dakwaan primair lebih berat 
dibandingkan ancaman hukuman dalam dakwaan subsidair.  
Menurut Penulis, bahwa penerapan dakwaan subsidair dengan 
memasukkan Pasal 348 ayat (1) sudah tepat.Akan tetapi, melihat peran 
terdakwa dan kronologis perkara yang didapatkan berdasarkan hasil 
penyidikan, yaitu terdakwa berusaha mencari informasi tentang tempat 
untuk menggugurkan kandungan, setelah mendapatkan keterangan lalu 
kemudian mengantarkan korban bertemu dengan dukun lalu terdakwa 
menunggu di luar kamar sambil menunggu hasil pembicaraan antara 
korban dan dukun di dalam kamar, akhirnya kesepakatan antara korban 
dan dukun tercapai untuk dilakukan pengguguran, lalu terdakwa 
membayar biaya yang diminta oleh dukun dan setelah aborsi dilakukan 
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terdakwa kembali ke rumah bersama korban.Selanjutnya karena korban 
mengalami pendarahan terus menerus akibat aborsi tersebut, maka 
korban meninggal dunia.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
korban meninggal akibat tindakan aborsi tersebut, dan perbuatan serta 
akibat dari perbuatan itu sendiri telah jelas diatur dalam Pasal 348 ayat (2) 
KUHP,sehingga perbuatan dan akibat dari perbuatan tersangka sudah 
cukup kuat untuk memenuhi unsur rumusan Pasal 348 ayat (2) tersebut. 
Dakwaan JPU yang berbentuk subsidair dengan memasukkan 
Pasal 348 ayat (1) mencerminkan sikap keragu-raguan JPU terhadap 
pasal yang dapat menjerat atau yang memenuhi atau yang mendekati 
perbuatan materiil dari terdakwa. 
Selanjutnya dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam 
dakwaan JPU, menurut Penulis juga sudah tepat. Alasan Penulis 
berpendapat demikian akan diuraikan di bawah ini. 
Membahas mengenai orang yang disangka melakukan tindak 
pidanaberarti membahas tentang siapakah yang dimaksud dengan 
pelaku. 
Terkait tentang pelaku tindak pidana tersebut, lebih jelasnya, 
Penulis akan menguraikan pengertian pelaku dan kualifikasi pelaku  
tersebut di bawah ini. 
Pengertian pelaku dalam hukum pidana selalu dikaitkan dengan 
pertanggungjawaban pidana, untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban 
pidana tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan tentang siapakah 
pelaku tindak pidana tersebut. 
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Pengertian pelaku dalam hukum pidana (Martiman 
Prodjohamidjojo,1997 : 25) adalah “pertama-tama dia melakukan elemen-
elemen dari perbuatan pidana,yang dirumuskan dalam rumusan delik”. 
Dalam ilmu hukum, pengertian pelaku (R. Soeroso, 1985 : 227-228) 
adalah “orang atau person sebagai pelaku, yang terbagi dua yaitu 
individu/manusia pribadi dan badan hukum, baik badan hukumpublik 
maupun badan hukum privat”. 
Menurut Lobby Loeqman (1995 : 61) pelaku tindak pidana ada dua, 
yaitu “pelaku dalam arti sempit yakni hanya mereka yang melakukan 
sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan pelaku dalam arti luas meliputi 
keempat klasifikasi pelaku”. 
Adapun klasifikasi pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 
KUHPsebagai berikut : 
Pasal 55 KUHP merumuskan pelaku sebagai berikut : 
1. Mereka yang melakukan tindak pidana; 
2. Mereka yang menyuruh melakukan; 
3. Mereka yang ikut serta dalam tindak pidana, dan; 
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak 
pidana. 
 
Dengan diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka peran 
terdakwa sebagai pelaku akan semakin kuat dalam hal terpenuhinya 
unsur rumusan pasal untuk menjerat terdakwa. Karena berdasarkan 
uraian Penulis tentang pelaku di atas, lalu dihubungkan dengan kronologi 
kasus yang diteliti Penulis serta ditinjau dari Pasal 348 KUHP dimana 
disebutkan kata “barangsiapa”, arti dari barangsiapa adalah orang atau 
individu itu sendiri, maka penggunaan Pasal 348 KUHP tidak dapat 
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menjerat terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur 
Pasal 348 KUHP tersebut, oleh karena itu diperlukan pasal yang dapat 
membuat perbuatan terdakwa memenuhi unsur rumusan delik,  dan dalam 
hal ini adalah Pasal 55 KUHP. Untuk penjelasan tentang pelaku dalam 
pasal tersebut, sudah penulis uraikan dalam pembahasan BAB II 
sebelumnya. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Penulis dakwaan 
penuntut umum sudah cukup jika diterapkan dakwaan tunggal yaitu JPU 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Pasal 348 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan di persidangan yang 
didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap, maka JPU berkesimpulan 
bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 348 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. 
Yang kemudian dituangkan dalam surat tuntutan yang unsur-unsurnya 
(surat tuntutan No: REG.PERK.PDM-/MKS/06/2012) sebagai berikut : 
a. Unsur “ barangsiapa” 
 
b. Unsur “menggugurkan atau mematikan seorang wanita dengan 
persetujuannya hingga mengakibatkan perempuan Rita 
meninggal”; 
 
c. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan 
dan yang turut serta melakukan perbuatan mematikan 
kandungan”; 
 
d. Unsur “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan dilakukan”. 
 
Dari uraian unsur-unsur rumusan tindak pidana yang dilakukan JPU 
tersebut di atas, tampak jelas terlihat ketidakcermatan JPU, yaitu pada 
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poin (b), dimana JPU tidak memasukan kata kandungan, sementara 
tindak pidana dalam Pasal 348 KUHP dirumuskan sebagai berikut : 
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
 
Dari uraian di atas, terlihat bahwa JPUtidak memasukkan unsur 
objektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 yaitu 
“kandungan”.Terkait persoalan rumusan unsur tindak pidana, dalam 
hukum pidana Indonesia, rumusan unsur tindak pidana mempunyai fungsi 
yang sangat penting. Jika diteliti, maka rumusan unsur tindak pidana 
mempunyai dua fungsi (D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, 
2007 : 24 ) yaitu 
Yang pertama (secara hukumpidana materiil), terkait penerapan 
dari asas legalitas, maka sanksi pidana hanya dapat diterapkan 
terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai 
perbuatan yang dapat dipidana oleh pembentuk undang-
undang.Pembentuk undang-undang melakukan hal ini melalui 
rumusan delik.Yang kedua (secara hukum acara pidana) dapat 
dijadikan sebagai fungsi petunjuk bukti. 
 
Rumusan tindak pidana menunjukkan apa yang harus dibuktikan, 
jadi semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan. Dalam 
hal ini, rumusan delik dalam Pasal 348 adalah : 
a. Barang siapa; 
b. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 
seorang wanita; 
c. Dengan persetujuannya; 
d. Mengakibatkan matinyawanita tersebut. 
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Rumusan unsur tindak pidana tersebut di atas, merupakan 
rumusan unsur-unsur tindak pidana tertulis.Itu berarti bahwa untuk 
dapatnya seseorang dipidana maka rumusan tersebut harus dibuktikan. 
Hal tersebut sebagaimana dalam teori hukum pidana (D. Schaffmeister, N. 
Keijzer, dan E. PH. Sutorius, 2007 : 27 ) bahwa :  
Syarat tertulis untuk dapat dipidana harus dituduhkan dan 
diputuskan.syarat umum tidak tertulis untuk dapat dipidana tidak 
tidak usah dituduhkan dan dibuktikan, tetapi dianggap ada 
kekecualian kalau diinginkan secara nalar. 
 
Oleh karena itu, menurut Penulis, bahwa semua unsur yang 
terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif dalam Pasal yang 
dituntutkan JPU merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 
dan harus dituduhkan serta dibuktikan.Artinya, salah satu unsur tindak 
pidana tersebut tidak dituduhkan oleh JPU. 
 Terkait persoalan hukum, menurut Penulis, aparat penegak hukum 
harus cermat dan teliti dalam menerapkan kata demi kata, karena dalam 
hukum satu kata yang salah maka akan berdampak besar terhadap 
produk hukum yang ingin dihasilkan.  
Dalam analisa yuridis, JPU kembali membuat ketidaksesuaian dan 
ketidakcermatan, yaitu JPU menerangkan bahwa JPU melakukan 
pembuktian terhadap Pasal 348 ayat (1), (2)  KUHP jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 jo Pasal 56 KUHP,  dan melakukan pembuktian terhadap unsur Pasal 
56 KUHP tersebut pada poin (d). Dalamdakwaan Pasal 56 KUHP tidak 
dimasukkan oleh JPU.Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa JPU 
tidak cermat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang 
dianggap terbukti dilakukan oleh terdakwa. 
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Menurut hemat Penulis, jika berdasarkan dalam surat dakwaan dan 
kronologis perkara maka seharusnya JPU hanya menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana pasal 348 
ayat (2), pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  
Ketidakcermatan JPU dalam membuat tuntutan, semakin jelas 
terlihat.Dari dakwaan JPU, dimana JPU mendakwa tersangka dengan 
dakwaan subsidairitas, dimana dakwaan primairnya adalah Pasal 348 
ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 348 
ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun kemudian, dalam proses 
tuntutannya, JPU menerangkan bahwa  terdakwa dihadapkan ke depan 
persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 348 ayat (1), (2) 
KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.  
Kesimpulan dari apa yang dijelaskan Penulis di atas adalah bahwa 
JPU dalam menerapkan hukum materiil tampak tidak konsisten, tidak jelas 
dan tidak cermat, hal itu dilihat dari : 
1. Dalam persidangan, JPU berkeyakinan bahwa perbuatan 
terdakwa memenuhi rumusan Pasal 348 ayat (1), ayat (2) KUHP 
Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dalam dakwaannya 
dibentuk menjadi dakwaan subsidair dengan urutan : primair 
Pasal 348 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan 
subsidair Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. 
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2. JPU tidak memasukkan secara jelas tentang tindak pidana yang 
dilakukan, yaitu tidak memasukkan kata kandungan yang 
merupakan bagian dari unsur objektif dari tindak pidana aborsi. 
3. JPU melakukan pembuktian terhadap unsur Pasal 56 KUHP, 
sementara dalam dakwaan, pasal tersebut tidak diterapkan. 
4. Dalam surat dakwaan, jelas bahwa dakwaan disusun secara 
subsidair, namun dalam proses tuntutan, JPU menerangkan 
bahwa tersangka dihadapkan di muka persidangan dengan 
dakwaan tunggal. 
Meskipun KUHAP tidak mengatur tentang surat tuntutan, namun 
menurut hemat Penulis bahwa mengingat pentingnya dakwaan dan 
tuntutan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam 
persidangan dan keduanya adalah satu kesatuan dimana dakwaan 
merupakan dasar bagi JPU untuk menuntut seorang terdakwa, oleh 
karena itu syarat-syarat dalam surat tuntutan sama halnya dengan syarat 
yang diatur mengenai surat dakwaan. 
Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa 
seharusnya surat tuntutan JPU batal demi hukumkarena tidak didasarkan 
pada surat dakwaan yang telah disusun dan diajukan di persidangan yang 
merupakan dasar bagi JPU untuk membuat surat tuntutan serta tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 143 KUHAP ayat (2) 
huruf b. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya 
Harahap (2002 : 378) bahwa :  
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Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan 
landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan 
rumusan surat dakwaan dibuktikan  kesalahan  terdakwa. 
Pemeriksaan  sidang  tidak  boleh menyimpang  dari  apa  yang 
dirumuskan  dalam  surat  dakwaan  . 
 
Oleh karena hal tersebut, Penulis berkesimpulan bahwa penerapan 
hukum materiil dalam kasus yang diteliti oleh Penulis adalah tidak tepat. 
 
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi. 
1. Pertimbangan hakim. 
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut 
Umum, terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan kepada 
Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan  
terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang, 
selain itu juga masih mempunyai tanggungan keluarga yang sangat 
mengharapkan bantuan terdakwa mencari nafkah. 
Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut 
umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa juga tetap pada 
permohonannya. 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
tertanggal 16 Juni 2012 melanggar Pasal 348 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP. 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum mengajukan saksi-saksi 
Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan 
terdakwa. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan 
terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan saksi 
dalam berita acara pemeriksaan penyidik semua benar; 
b. Bahwa terdakwa dilaporkan ke polisi karena terdakwa 
membantu menggugurkan kandungan pacarnya di tempat 
dukun bernama DG. Jira hingga korban meninggal dunia; 
c. Bahwa terdakwa sudah pacaran dengan korban selama 4 tahun 
sejak tahun 2007; 
d. Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) 
kali; 
e. Bahwa terdakwa mengantarkan korban  ke rumah dukun DG. 
Jira untuk menggugurkan kandungannya atas permintaan 
korban sendiri karena merasa rakut perutnya semakin hari 
semakin membesar; 
69 
f. Bahwa sebelum ke dukun, terdakwa sudah berusaha agar 
kandungan Pr. Rita gugur, dengan memberikan obat ramuan, 
namun usaha mereka tidak berhasil; 
g. Bahwa terdakwa membayar biaya pengguguran kepada dukun 
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
h. Bahwa akibat dari pengguguran yang dilakukan dukun Dg. Jira 
terhadap korban pada tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 
Wita di jalan Andi Tonro Makassar, korbanPr. Rita sabtu tanggal 
14 April 2012 meninggal dunia di rumah sakit Grestilina, 
Hertasning Makassar. 
 
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar 
terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 
dakwaan Pasal 348 ayat (1), (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan atas 
dakwaan penuntut umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Unsur sengaja menyebabkan gugur atau mematikan kandungan 
seorang wanita dengan persetujuannya sehingga 
mengakibatkan Pr. RITA meninggal dunia. 
 
Ad.1. barang siapa : 
Menimbang, bahwa kata barang siapa ditujukan pada 
orang/manusia sebagai subjek hukum dan mampu 
bertanggungjawab; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum 
telah di hadapkan ke persidangan seorang terdakwa yang atas 
pertanyaan Majelis telah menerangkan identitas dirinya dan 
ternyata adalah sama dengan orang yang dimaksud dalam surat 
dakwaan, yaitu SYAHRUL alias ARUL; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama 
pemeriksaan persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan 
rohani dan secara hukum mampu bertanggungjawab; 
Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak 
terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa 
ke persidangan ini, maka dengan demikian unsur ke-1 telah 
terbukti. 
Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan gugur atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya sehingga 
mengakibatkan Pr. RITA meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurcaya 
dan saksi  Muh. Awal rahman, serta pengakuan terdakwa sendiri di 
persidangan mengatakan Pr. RITA meninggal dunia pada tanggal 
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15 April 2012 di RS.Grestelina, Jalan Hertasning Makassar akibat 
dari aborsi yang dilakukan dukun DG. Jira pada tanggal 11 April 
2012 di jalan Andi Tonro Makassar; 
Menimbang , bahwa aborsi yang mengakibatkan Pr. Rita 
meninggal dunia karena atas persetujuan terdakwa dimana pada 
saat itu korban ke tempat dukun DG.Jira tersebut karena diantar 
oleh terdakwa atas permintaan korban karena beralasan takut 
diketahui oleh orang terutama oleh keluarganya kalau korban 
sedang hamil; 
Menimbang, bahwa setelah korban melakukan aborsi tersebut 
yang diantar oleh terdakwa, korban mengalami pendarahan yang 
cukup banyak dan demam akibat inpeksi dari alat vital vagina 
korban tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di 
atas, maka telah jelas korban meninggal dunia karena adanya 
persetujuan terdakwa dan membiarkan korban sakit dan terlambat 
membawanya ke RS sehingga unsur ke-2 telah terbukti; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa 
haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; 
 
a. Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pr. Rita meninggal 
dunia 
 
b. Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa megakui terus terang perbuatannya; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulangi lagi; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni orang tua. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan tidak ada 
alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka penahanan atas 
diri terdakwa tetap dipertahankan dengan perintah tetap ditahan; 
 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan 
ditetapkan statusnya dalam amar putusan; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena menyatakan bersalah dan dijatuhi 
hukuman, maka terdakwa dibebani pula membayar ongkos perkara ini. 
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2. Amar Putusan. 
Memperhatikan ketentuan Pasal 348 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang No.8 Tahun 1981 serta 
peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL alias ARUL telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana ABORSI; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRUL alias 
ARUL tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama  2 (dua) tahun; 
3. Memerintahkan agar lamanya terdakwa ditahan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).  
 
3. Analisis Penulis. 
Sebagai  pelaku  utama  badan  peradilan,  maka  posisi  dan  peran  
hakim  sebagai  aparat penegak  hukum  di  semua  tingkat  pengadilan 
menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang 
dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim misalnya : dapat 
mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga 
negara, menyatakan tidak sah tindakan  sewenang-wenang pemerintah 
terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan  hak  
hidup  seseorang,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  tugas  dan  
wewenang  yang dimiliki  oleh  hakim  harus  dilaksanakan  dalam  
kerangka  penegakkan  hukum,  kebenaran,  dan keadilan  sesuai  
peraturan  perundang-undangan,  kode  etik  tanpa  pandang  bulu  
dengan  tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah 
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seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya  di depan  
hukum  (equality  before  the  law)  dan  hakim. 
Kewenangan hakim yang sangat  besar  menuntut  tanggungjawab, 
untuk seorang hakim, kewajiban  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan  
itu  wajib dipertanggungjawabkan  secara horizontal kepada semua 
manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
Beranjak  dari  peran  dan  posisi  hakim  sebagaimana  
dikemukakan  di  atas,  aspekprofesionalisme  merupakan  salah  satu  
aspek  yang  harus  dimiliki,  agar  seorang  hakim  dapat menjalankan 
tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. 
Profesionalisme hakim (Komisi Hukum Nasional, 2004 : 53-
54)antara lain “dapat dilihat dari aspek : penguasaan atas ilmu hukum, 
kemampuan berpikir yuridik,  kemahiran yuridik,  kesadaran serta 
komitmen professional”. 
Dalam putusan pidana, penguasaan hakim atas  ilmu  hukum  
menurutPenulis,  terlihat  pada  bagaimana  upaya  dari  hakim  untuk  
melakukan pemeriksaan terhadap  bentuk  dakwaan  JPU. 
kemampuan berpikir yuridik dari hakim terlihat pada bagaimana 
upaya  hakim  dalam  membuktikan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  
didakwakan  oleh  JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim 
dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan  hakim,  
dengan  tuntutan  JPU. 
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Profesionalisme  hakim dari unsur kemahiran yuridik, dapat dilihat 
dari  keterampilan atau kemahirannya dalam menelusuri  dan  
menemukan  bahan-bahan  hukum  (legal  materials),  serta  
kemampuannya  untuk menangani  bahan-bahan  hukum  yang  ada,  
dengan  perkataan  lain  kemahiran  yuridik  ini  dapat diartikan  sebagai  
kemampuan  untuk  secara  kontekstual  memahami  relevansi,  
menginterpretasi dan  menerapkan  kaidah-kaidah  hukum  yang termuat 
di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,  dan  sumber-
sumber  hukum  lain  yang  relevan.  Berdasarkan  pengertian  yang 
demikian maka  kemahiran yuridik dalam putusan yang diteliti dapat dilihat 
dari bagaimana hakim merujuk pada yurisprudensi dan/atau doktrin yang 
ada dan kemudian mempergunakan yurisprudensi dan/atau doktrin 
tersebut, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.  
Setelah menguraikan posisi sentral hakim dalam proses hukum, di 
bawah ini Penulis akan menguraikan tentang pertimbangan-pertimbangan 
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diteliti oleh Penulis. 
Dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus berdasar pada 
dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 183 
KUHAP sebagai berikut : 
Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
 
Melihat rumusan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 
seorang yang sedang dihadapkan dalam persidangan karena didakwa 
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melakukan tindak pidana tidak boleh dihukum jika tidak didasarkan oleh 
dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk 
menjatuhkan pidana kepada seseorang, melainkan harus ditambah 
dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut. 
Berdasarkan hal di atas, maka sistem pembuktian dalam KUHAP 
(Lamintang dan Theo Lamintan, 2010 : 408) disebut dengan “negatief 
wettelijke stelsel  atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang 
bersifat negatif”. 
Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP tersebut (Lamintang 
dan Theo Lamintan, 2010 : 408-409)  lebih rinci dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk 
pembuktian, undang-undang yang menentukan tentang jenis dan 
banyaknya alat bukti yang harus ada. 
b. Disebut negatif, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang belum tentu 
dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang 
terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti 
tersebut belim dapat menimbulkan keyaknan hakim bahwa 
tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah 
bersalah melakukan tindak pidana tersebut. 
 
Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
183 KUHAP di atas, dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut; 
(1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk, dan; 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan dua alat bukti 
yang sah hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang 
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didakwakan/dituntutkan JPU kepada terdakwa telah terpenuhi oleh 
terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa 
adalah orang yang dapat dihukum atas apa yang dilakukannya. 
Namun, sebelum hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, 
terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan aspek non-yuridisdan 
aspek yuridis.Pertimbangan  hakim  tersebut merupakan pendapat atau  
alasan  yang  digunakan  oleh  hakim  sebagai  pertimbangan hukum  
yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus  perkara 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis menurut Lilik 
Mulyadi (2007 : 194) adalah  
Pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang 
didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis yang  terungkap  dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang  
harus dimuat di dalam putusan.Pertimbangan  nonyuridis dapat 
dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan  terdakwa, 
kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. 
 
Lebih lanjut lilik mulyadi (2007 ; 194) mengemukakan bahwa : 
Fakta-fakta  persidangan  yang  dihadirkan  berorientasi  dari lokasi 
kejadian  (locus delicti), waktu kejadian  (tempus delicti), dan 
modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. 
Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung 
dari  perbuatan  terdakwa,  barang  bukti  yang  digunakan, dan 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya atau 
tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan  telah diungkapkan, 
barulah putusan  hakim  mempertimbangkan  unsur-unsur  tindak 
pidana  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum yang sebelumnya 
telah dipertimbangkan  korelasi  antara  fakta-fakta, tindak pidana 
yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah 
itu, majelis  mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa 
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan 
terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.Pertimbangan 
yuridis dari tindak  pidana  yang  didakwakan  harus  menguasai  
aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus 
yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. 
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Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak, maka 
hakim harus membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana. 
Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah 
seseorang mampu dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan yang 
dilakukannya atau tidak. 
Irsan Koesparmono (2007 : 270) mengemukakan bahwa 
pertanggungjawaban pidana itu ada apabila : 
1. Secara objektif diteruskannya celaan terhadap perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana 
yang berlaku, dan 
2. Secara subjektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi 
syarat-syarat untuk dikenai pidana karena perbuatannya. 
 
Menurut Van Hamel (Loebby Loqman, 1995:33) 
pertanggungjawaban pidana adalah : 
Keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga 
macam kemampuan : 
1. Memahami arti dan akibat itu sendiri; 
2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang 
oleh masyarakat; 
3. Menentukan kemampuan terhadap kematangan-kematangan itu. 
 
Sedangkan Moeljatno mengatakan tentang pertanggung jawaban 
pidana (2002 : 165) bahwa : 
1. Harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara 
perbaikan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan 
melawan hukum. 
2. Harus ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya 
menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. 
 
Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal 
yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal 
tersebut adalah : 
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a. Adanya Kesalahan. 
Dapat atau tidaknya seorang dipidana dilihat dari faktor 
kesalahan/dapat dicela.Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari 
dua bentuk. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang bentuk 
kesalahan tersebut, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan 
tentang arti kesengajaan. 
Kesengajaan (D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, 
2007 : 80-81) dalam literature hukum pidana mempunyai dua arti 
yang masing-masing berbeda jangkauannya dari isinya, yaitu : 
 
a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat 
dipidananya perbuatan disamping sifat melawan hukum. Dalam 
hal ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela. Sifat 
dapt dicela dalam arti ini digunakan kalau kita berbicara tentang 
“tanpa sila” atau tentang alasan-alasan penghapusan pidana. 
b. Pengertian kesalahan dipakai juga untuk bagian khusus 
rumusan delik, yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati, 
misalnya, Pasal 359 KUHP yang menyebutkan :  
“karena kesalahannya atau kealpaannya, menyebabkan 
matinya orang lain”. 
Sekalipun mirip, kealpaan disini tidak dipakai dalam arti 
pertama.Jadi, bukan sebagai sifat dapat dicela, melainkan 
sebagai sifat kurang berhati-hati.Lazimnya untuk pengertian 
kesalahan dalam arti sempit ini digunakan”kealpaan”. 
 
Dalam hukum pidana, kesalahan dibagi menjadi kesengajaan 
dan kealpaan. 
 kesengajaan terbagi atas tiga (bambangPoernomo, 1992 : 159), 
yaitu : 
a. kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk); 
b. kesengajaan sebagai kepastian (opzet 
bijzekerheidsbewuztzijn); 
c. kepastian sebagai kemungkinan (opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis). 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang 
benar-benar menghendaki perbuatan dan akibatnya. 
Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan baru dianggap 
ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan 
untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak 
pidana, tetapi dia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 
perbuatannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah 
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keadaan tertentu yang semua mungkin terjadi, kemudian 
benar-benar terjadi. 
 Kealpaan terbagi atas dua (D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. 
PH. Sutorius, 2007 : 81) yaitu : 
a. Kealpaan yang disadari, dan; 
b. Kealpaan yang tidak disadari. 
Dalam Putusan yang diteliti Penulis, hakim berpendapat bahwa 
terdakwa telah sengaja  membawa korban kerumah dukun untuk 
menggugurkan kandungannya. 
 
b. Bersifat melawan hukum. 
Melawan hukum berarti bertentangan dengan apa yang diatur 
dalam hukum. Sifat melawan hukum secara umum dikenal dalam 
dua bentuk yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan 
hukum materiil. 
Sifat melawan hukum formil ((D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. 
PH. Sutorius, 2007 : 45) adalah “bahwa semua bagian tertulis dari 
rumusan delik telah terpenuhi” 
Sifat melawan hukum formil (D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. 
PH. Sutorius, 2007 : 45) terjadi karena “ memenuhi rumusan delik 
dari undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat 
untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber dari asas legalitas”. 
Sementara itu, sifat melawan hukum materiil (D. Schaffmeister, N. 
Keijzer, dan E. PH. Sutorius, 2007 : 47) berarti “melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh 
pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu”. 
Artinya bahwa sifat melawan hukum materiil terjadi ketika 
perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan  perbuatan dirasakan 
dan dianggap tidak patut atau tercelaoleh masyarakat yang 
berbentuk tidak tertulis. 
 
c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
Alasan penghapusan pidana terdiri dari alasan pemaaf dan alasan 
pembenar. Alasan pemaaf ditujukan kepada keadaan diri si pelaku, 
sedangkan alasan pembenar ditujukan kepada keadaan perbuatan 
pelaku. 
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1) Alasan pemaaf. 
a. Mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).. 
Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang 
membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
 
Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut : 
1. Yang cacat dalam pertumbuhannya; 
2. Yang terganggu karena penyakit 
b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP). 
c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 
(2) KUHP. 
d. Perintah jabatan yang  tidaksah (Pasal 51 ayat (2) KUHP). 
2) Alasan pembenar. 
a. Keadaan darurat. 
b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP). 
c. Melaksanakan perintah perundang-undangan (Pasal 50 
KUHP). 
d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1) KUHP) 
Dalam kasus yang diteliti Penulis, hakim berpendapat bahwa 
terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu 
bertanggung jawab.Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur 
kesengajaan, dan perbuatannya secara sah dan meyakinkan bersifat 
melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan 
pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku. 
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Atas dasar tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur 
pasal yang didakwakan/dituntutkan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan.Unsur-unsur tersebut adalah : 
1. Barang siapa; 
2. Sengaja menyebabkan gugur atau mematikan kandungan 
seorang wanita dengan persetujuannya sehingga menyebabkan 
Rita meninggal dunia. 
Berdasarkan hal tersebut, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa 
secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 348 KUHP. 
Setelah unsur-unsur tersebut dianggap secara sah dan meyakinkan telah 
terbukti, maka dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apasaja 
yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama 
persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa 
tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa 
sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya.Hal-hal yang 
bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa  
bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, 
terdakwa masih muda, dan lain sebagainya. 
Dalam kasus yang diteliti Penulis, hakim berpendapat bahwa 
terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu : 
a. Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pr. Rita meninggal 
dunia 
b. Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa megakui terus terang perbuatannya; 
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- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulangi lagi; 
- Terdakwa bellum pernah dihukum; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni orang tua. 
Apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di 
atas menurut Penulis adalah salah dan putusan seharusnya batal demi 
hukum, dengan alasan sebagai berikut : 
1) Pertama, surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum 
saling bertentangan dan tidak disusun secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai unsur tindak pidana yang dilakukan, maka 
tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, 
jadi karena pemeriksaan didasarkan pada tuntutan yang salah, 
maka putusanpun harus dinyatakan batal. 
2) Alasan kedua, bahwa hakim tidak mempertimbangkan seluruh 
berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara 
yang diperiksanya, tidak menganalisis dan tidak 
mempertimbangkan mengenai bentuk dakwaan JPU. 
Selanjutnya dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa 
barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan, 
namun amar putusan tidak menyebutkan tentang barang bukti 
tersebut, apakah ada barang bukti atau barang bukti dinyatakan 
nihil. Menurut Penulis Penjatuhan  putusan  apapun  bentuknya  
akan  berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan 
hukum.Oleh karena itu, semakin besar, jelas, dan banyak 
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pertimbangan hakim, maka akansemakin mendekati 
keputusanrasional yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. 
3) Alasan ketiga, bahwa unsur yang dituntutkan oleh JPU tidak 
semuanya dipertimbangkan  oleh hakim, yang dipertimbangkan 
oleh hakim adalahunsur rumusan Pasal 348 KUHP saja, oleh 
karena itu Penulis berpendapat bahwa hakim memutus perkara 
diluar daripada apa yang didakwakan. Pasal  182  ayat  (4)  
KUHAPmengatur  secara  tegas bahwa  ”Musyawarah  tersebut  
pada  ayat  (3)  harus  didasarkan  atas  surat  dakwaan  dan  
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di 
persidangan”..Berdasarkan hal tersebut, seharusnya putusan 
hakim tidak sah dan batal demi hukum. 
4) Alasan keempat, bahwa benar terdakwa mengantarkan korban 
ke rumah dukun untuk menggugurkan kandungan korban, dan 
jelas bahwa yang melakukan aborsi adalah dukun, bukan si 
pelaku, jadi jika dihubungkan dengan unsur rumusan dalam 
Pasal 348 KUHP saja maka secara sah dan meyakinkan 
perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsurdelik dan demi 
hukum harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Olehnya, 
untuk membuat terdakwa dinyatakan bersalah, hendaknya 
hakim juga harus menimbang dan menguraikan unsur rumusan 
dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan. 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan bahwa : 
1. Penerapan hukum materiil terhadap kasus yang diteliti Penulis 
adalah tidak tepat, karena Pasal yang diterapkan dalam dakwaan 
dan tuntutan saling tidak berkesesuaian, dalam dakwaan 
diterapkan dakwaan primair yaitu Pasal 348 ayat (2) KUHP Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 348 
ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara dalam 
tuntutan, JPU menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 
348 ayat (1), (2) JUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu 
uraian pasal yang dimuat dalam tuntutan tidak lengkap, dalam 
tuntutan tidak dimuat tentang unsur objektif dari Pasal 348 KUHP 
yaitu kandungan, oleh karena itu menurut Penulis tuntutan penuntut 
umum tidak sah  
2. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berdasar pada dua alat bukti 
yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan 
fakta yang terungkap dipersidangan, hakim beranggapan bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Sementara 
menurut Penulis, pertimbangan-pertimbangan hakim tidak tepat 
dan putusan seharusnya batal demi hukum, karena pemeriksaan 
didasarkan pada dakwaan dan tuntutan yang mana tuntutan JPU 
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menurut Penulis seharusnya tidak sah karena bertentangan dengan 
dakwaan, hakim tidak mempertimbangkan surat dakwaan JPU, 
tidak mempertimbangkan seluruh berkas perkara, dan akibat 
langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa. Selain itu hakim tidak mempertimbangkan semua unsur 
yang ada, hakim hanya mempertimbangkan unsur Pasal 348 
KUHP, selanjutnya menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa tidak memenuhi unsur yang dipertimbangkan oleh hakim, 
oleh karena itu seharusnya terdakwa di bebaskan dari segala 
tuntutan hukum. Selain itu, hakim tidak konsisten dengan 
mengatakan bahwa barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam 
amar putusan, namun dalam amar putusan tidak dicantumkan 
tentang status barang bukti tersebut. 
 
B. Saran. 
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan dan surat tuntutan, mengingat keduanya merupakan 
dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, 
selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang 
hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan 
juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan 
pasal mana yang harus diterapkan yang sesuai atau mendekati 
perbuatan terdakwa. 
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2. Hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan fakta-fakta 
dipersidangan, tapi juga harus memperhatikan proses hukum 
secara keseluruhan, misalnya apakah dalam penyidikan dan 
penuntutan tidak aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan 
sewenang-wenang, atau apakah hak-hak tersangka atau terdakwa 
sudah diberikan. Hal tersebut bertujuan agar norma-norma hukum 
pidana, baik hukum pidana formil maupun materill diterapkan 
sebagaimana mestinya. 
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